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PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
PRATAMA DENPASAR TIMUR

Abstrak

Pajak menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Salah satu fungsi pajak, yaitu memenuhi kebutuhan untuk
pembangunan negara. Pembangunan negara dapat terbantu karena pajak
merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok dan
merupakan hal yang paling diprioritaskan, maka penerimaan pajak diharapkan
mengalami peningkatan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-billing,
pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan
sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor
pelayanan pajak (KPP) pratama denpasar timur.

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan
teknik analisis regresi linear berganda. Sampel pada penelitian ini yaitu wajib
pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Dentim. Data dikumpulkan
dengan metode dokumentasi dan kuesioner.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing dan
pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur, sedangkan motivasi
membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh
positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Denpasar Timur.

Kata Kunci: penerapan sistem e-billing, pengetahuan perpajakan, motivasi
membayar pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan
kepatuhan wajib pajak.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi
wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang — undang (yang dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa
timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018). Pajak merupakan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib
pajak badan. Salah satu fungsi pajak, yaitu memenuhi kebutuhan untuk
pembangunan negara. Pembangunan negara dapat terbantu karena pajak
merupakan sumber anggaran pendapatan negara yang paling pokok dan
merupakan hal yang paling diprioritaskan.

Peran pajak sangat penting bagi pembangunan nasional, dimana pajak
dapat mensejahterakan rakyat Indonesia. Penerimaan pajak memang tidak
langsung dapat dirasakan oleh rakyat, akan tetapi pajak ini dapat membantu
pemerintah dalam membangun dan memajukan negara (www.pajakku.com).
Beberapa manfaat pajak yang dapat dirasakan oleh masyarakat seperti fasilitas
umum transportasi, fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sarana pendidikan
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dan sarana prasarana lainnya. Penerimaan pajak diharapkan terus mengalami
peningkatan agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Sebelum Direktorat
Jendral Pajak melakukan reformasi perpajakan, kegiatan perpajakan dilakukan
secara manual mulai dari pengisian, pelaporan dan pembayaran dilakukan
dengan mendatangi kantor pajak secara langsung. Namun, di era teknologi yang
semakin maju, khususnya di bidang elektronik yang memberikan dampak
positif bagi perkantoran yang membutuhkan layanan cepat, tepat dan praktis
(www.pajakku.com). Perkembangan di era teknologi ini mendorong reformasi
untuk Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Departemen Keuangan
untuk memperbaharui aplikasi perpajakan (Suharyono, 2018). Direktorat
Jendral Pajak pun akhirnya melakukan pembaharuan di bidang pelayanan
perpajakan dalam sistem administrasi dengan menerapkan teknologi E-System.
Salah satu teknologi E-System yang diterapkan olen DJP adalah E-billing,
dimana E-billing merupakan pembayaran pajak melalui media elektronik
dengan memanfaatkan kode billing sebagai kode transaksi (Yuesti, dkk, 2019).
E-billing berfungsi: untuke memberikan kemudahan pembayaran pajak secara
elektronik. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik,
dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode billing
(Suarjana, dkk, 2020). Penerapan sistem e-billing diharapkan dapat membantu
kelancaran proses pembayaran pajak di seluruh Indonesia, sehingga tidak ada
alasan bagi wajib pajak untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Putra dan Marsono (2020) menyatakan bahwa penerapan sistem e-billing
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut

hasil penelitian tersebut, terbukti bahwa layanan berbasis e-billing (pembayaran



pajak online merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dari
lembaga pemerintah dalam memfasilitasi pembayaran pajak. Sistem e-billing
dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar kewajiban
pajaknya sehingga wajib pajak dapat lebih cepat, mudah, dan akurat dalam
membayar pajaknya serta kesalahan-kesalahan dalam menginput yang mungkin
sering terjadi pada proses pembayaran manual tidak akan terjadi dalam sistem
e-billing, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti, dkk (2018)
menyatakan bahwa penerapan e-billing tidak mempunyai pengaruh terhadap

tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan sebagai petunjuk yang harus
dimiliki oleh wajib pajak yaitu terdiri mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
tata cara perpajakan (Wati, 2016). Menurut pauji (2020) pengetahuan
perpajakan adalah seberapa banyakkah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak
ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan, maka dari itu dapat
disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah wawasan dan ilmu yang
dimiliki oleh wajib' mengenai perpajakan yang digunakan sebagai petunjuk
ketika wajib pajak melaksanakan kewajibannya, semakin banyak wawasan dan
ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak akan semakin mematuhi
peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan dalam wajib pajak juga memiliki
peran penting dalam upaya peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak
yang ditetapkan pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah menetapkan Self
assessment system. Prinsip Self assessment system menitikberatkan pada
pemenuhan kewajiban perpajakan dengan cara wajib pajak diwajibkan

membayar, memperhitungkan, menghitung pajak terhutangnya sesuai dengan



ketentuan, sehingga besar pajaknya dapat dipercayakan dan dilaporkan
(www.online-pajak.com). Masih banyak wajib pajak masih belum paham dan
mengerti mengenai peraturan pajak yang berlaku, kurangnya pengetahuan wajib
pajak mengenai peraturan pajak menyebabkan rendahnya keinginan wajib pajak
untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat berdampak bagi
penerimaan Negara (www.solo.tribunnews.com). Menurut hasil penelitian yang
dilakukan oleh Rahayu (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berbeda
dengan penelitian yang dilakukan oleh Ermawati (2018) menyatakan bahwa

pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang
dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar sehingga mempengaruhi hasil
Kinerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan kondisi
yang dihadapi oleh orang tersebut (Ningrum, dkk, 2021). Motivasi merupakan
salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk melaksanakan
kewajibannya, dalam ‘hal ini kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban
membayar pajak. Motivasi membayar pajak sangat penting dimiliki oleh wajib
pajak agar tujuan perpajakan dapat tercapai. Menurut hasil penelitian yang
dilakukan oleh Suarjana, dkk (2020) menyatakan bahwa motivasi membayar
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi,
berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sholichah, dkk (2018)
menunjukan bahwa variabel motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib

pajak orang pribadi.



Kesadaran wajib pajak diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak
mengetahui dan melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat dan sukarela
(Megawangi & Setiawan, 2017). Kesadaran wajib pajak diduga termasuk salah
satu faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan
kewajiban perpajakannya (Fitria, 2017). Kesadaran wajib pajak atas fungsi
perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai
warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945
sebagai dasar hukum penyelenggaran negara (Faqih, 2019). Menurut Peterson,
dkk (2019) rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan
terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik secara legal yang
tidak melanggar undang-undang maupun secara ilegal yang melanggar undang-
undang seperti menggelapkan pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Setiyani, dkk (2018) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, berbeda dengan hasil
penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2018) menunjukkan bahwa kesadaran

wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berbagai cara telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib
pajak, seperti sosialisasi pajak yang telah dilakukan oleh pihak Direktorat
Jenderal Pajak, namun masih banyak para pemegang nomor pokok wajib pajak
(NPWP) yang lalai dan enggan membayar pajak. Ketidakpatuhan wajib pajak
ini tentunya membuat pihak penyelenggara pajak yang akhirnya memunculkan
ide untuk memberikan sanksi pajak bagi para wajib pajak yang lalai dalam

melaksanakan kewajibannya sebagai masyarakat bernegara (Lubis, 2020).



Sanksi perpajakan juga diberikan untuk memotivasi wajib pajak dalam
membayar pajak yang telah ditentukan. Sanksi yang dikenakan untuk setiap
wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan yaitu sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya (Warliana
dan Arifin, 2016). Sanksi ringan maupun berat senantiasa dapat memberikan
efek jera bagi wajib pajak dalam membayar pajak. Sanksi perpajakan dan
motivasi wajib pajak sangatlah berkaitan satu sama lain. Faktor yang sangat
penting dalam membayar pajak yaitu faktor yang berasal dari diri wajib pajak
itu sendiri yaitu kesadaran perpajakan, ketika tingkat kesadaran dari wajib pajak
itu tinggi, maka akan mempengaruhi wajib pajak untuk membayarkan
kewajiban pajaknya, sehingga motivasi membayar pajak juga akan meningkat.
Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Priambodo (2017) yang
menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama purworejo tahun 2017, berbeda
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramesti, dkk (2018) menunjukan
bahwa variabel sanksi perpajakan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat

kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mematuhi
undang-undang perpajakan, dimana wajib pajak menyatakan pendapatan yang
benar di setiap tahun dan membayar jumlah pajak dengan tepat waktu
(Oladipupo & Obazee, 2016). Menurut Mahangila (2017) seorang wajib pajak
dikatakan patuh apabila sudah melaporkan kewajiban pajaknya dengan akurat
dan tepat waktu. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang penting dalam sistem

perpajakan di Indonesia (Sahyaanggara, 2016), namun nyatanya hal tersebut



tidak mudah untuk direalisasikan oleh setiap wajib pajak. Hal ini dapat dilihat
dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar
Timur yang mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sampai 2020. Tingkat
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur tahun
2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
KPP Pratama Denpasar Timur 2016-2020

No | Tahun | Wajib Pajak | Wajib Pajak Yang | Rasio Kepatuhan
Orang Menyampaikan Perpajakan (2:1)
Pribadi SPT

1 2016 95.370 51.662 79,62%

2 2017 100.295 52.417 75,81%

3 2018 104.831 44775 89,13%

4 2019 109.778 46.723 87,20%

5 2020 126.692 59.360 72,69%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur (2021)

Data pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak orang
pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur pada tahun 2016
hingga 2020 mengalami peningkatan, hal ini berbeda dengan jumlah wajib
pajak yang menyampaikan SPT dan rasio kepatuhan perpajakan, dimana jumlah
wajib pajak yang menyampaikan SPT dan rasio kepatuhan mengalami fluktuasi
pada tahun 2016 hingga 2020. Dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak yang
menyampaikan SPT pada tahun 2016 sebesar 51.662 mengalami peningkatan
di tahun 2017 menjadi sebesar 52.417, kemudian pada tahun 2018 mengalami
penurunan menjadi sebesar 44.775, lalu kembali mengalami peningkatan pada
tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 46.723 dan 59.360. Dapat dilihat juga

bahwa rasio kepatuhan perpajakan pada tahun 2016 sebesar 79,62%, mengalami



penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 75,81%, kemudian mengalami
peningkatan pada tahun 2018 menjadi sebesar 89,13% dan kembali mengalami

penurunan pada tahun 2019 dan 2020 menjadi sebesar 87,20% dan 72,69%.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan DJP untuk
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, seperti pembaharuan sistem administrasi
yang semakin maju dan tentunya hal tersebut memberikan kemudahan bagi
wajib pajak dalam proses pembayaran pajak, akan tetapi masalah
ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya
masih tetap terjadi (Sukiyaningsih, 2020). Ketidakpatuhan wajib pajak dapat
dilihat dari pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, hal tersebut
dapat dilihat dari masih adanya wajib pajak yang belum memahami pengisian
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan masih ada pula wajib pajak yang
melakukan kesalahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan tahunan (Jaya,
2019). Tingkat kesadaran yang rendah juga mempengaruhi kepatuhan wajib
pajak, dimana wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang rendah
berpotensi tinggi-untuk tidak menjalankan kewajiban perpajakannya (Arviana,
2018). Menumbuhkan kesadaran wajib pajak bagi sebagian memang tidak
mudah, dalam beberapa kasus wajib pajak cenderung meloloskan diri dari
kewajiban perpajakannya (Dewi, 2019). Tingkat kesadaran wajib pajak dapat

dipengaruhi oleh sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas.

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan jumlah wajib pajak
yang menyampaikan SPT dan rasio kepatuhan perpajakan mengalami fluktuasi

serta dalam penelitian - penelitian sebelumnya terdapat hasil penelitian yang



1.2

tidak konsisten, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki
peran penting dalam mendukung program pemerintah dalam rangka
meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti
termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan
Sistem E-Billing, Pengetahuan Perpajakan, Motivasi Membayar Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Denpasar Timur”.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian

sebagai berikut:

1) Apakah penerapan sistem e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar
Timur?

2) Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar
Timur?

3) Apakah motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar
Timur?

4) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur?
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Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1)

2)

3)

4)

5)

Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh penerapan sistem
e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh motivasi
membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Pratama Denpasar Timur.
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1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu

manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1)

2)

Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas
pengetahuan wawasan penulis dan pembaca mengenai pengaruh penerapan
sistem e-billing, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak,
kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi.

Manfaat praktis

Dengan ditulisnya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi KPP
Pratama Denpasar Timur sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan dalam sistem pembayaran pajak online
agar wajib pajak semakin termotivasi dan memiliki kesadaran untuk
membayar kewajiban perpajakannya. Wajib pajak juga dapat menambah
pengetahuan perpajakannya sehingga dapat dengan sukarela membayar

kewajiban perpajakannya.



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori kepatuhan (Compliance Theory)

Salah satu studi yang paling terkenal tentang teori kepatuhan
dikemukakan oleh Milgram (1963). Teori kepatuhan menyatakan bahwa
individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram,
1963). Menurut Milgram (1963) kepatuhan terkait dengan ketaatan pada
otoritas aturan — aturan. Menurut Lunenburg (2012), teori kepatuhan
(compliance theory) adalah sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi
yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi
manajemen. Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu
keadaan dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang
ada (Dewi, 2019). Kepatuhan didefinisikan sebagai pemenuhan, mengalah
tunduk dengan kerelaan; rela memberi, -menyerah, mengalah; membuat
suatu keinginan konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang
lain (Chaplin, 1989). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan
berasal dari kata patuh, patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada
perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan wajib pajak adalah
kemampuan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan,
dimana wajib pajak menyatakan pendapatan yang benar di setiap tahun dan

membayar jumlah pajak dengan tepat waktu (Oladipupo & Obazee, 2016).

12
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Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007,
tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut

sebagai wajib pajak patuh, yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda
pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian selama 3 tahun berturut — turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Salah satu upaya direktorat jendal pajak untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak adalah dengan menerapkan sistem pembayaran pajak
online (e-billing), dimana dengan adanya e-billing wajib pajak dapat
membayarkan pajaknya secara cepat, tepat dan akurat. Sistem E-billing
akan dimanfaatkan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak
memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, dimana menurut Pauji (2020)
pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyak ilmu yang dimiliki oleh
wajib pajak ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya,
semakin baik pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka
dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan sesuai peraturan perundang -

undangan. Motivasi merupakan proses psikologis yang terjadi karena
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interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan pemecahan personal.
Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang dapat
dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar sehingga mempengaruhi hasil
kinerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan
kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut (Ningrum, dkk, 2021). Dalam hal
ini motivasi yang dimaksud adalah motivasi dalam membayar pajak,
motivasi dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib
pajak diartikan sebagai kondisi ketika wajib pajak mengetahui dan
melaksanakan kewajiban pajaknya secara tepat dan sukarela (Megawangi
& Setiawan, 2017). Kesadaran wajib pajak merupakan bagian dari motivasi
intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari dalam diri wajib pajak itu
sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang berasal dari luar individu
wajib pajak, seperti dorongan aparat pajak untuk meningkatkan kepatuhan
perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau
dipatuhi (Nuraisah, dkk., 2020).

Kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika wajib pajak diberikan
kemudahan ketika melaksanakan kewajiban perpajakannya, ketika wajib
pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, memiliki motivasi dari
dalam diri untuk melaksanakan kewajibannya, memiliki kesadaran
melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela dan adanya sanksi
perpajakan yang diberikan secara tegas oleh aparat pajak, ketika faktor —
faktor tersebut dimiliki dan dilaksanakan dengan baik maka kepatuhan

wajib pajak akan meningkat. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan
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(Compliance Theory) yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang

taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang ada.

Pengertian sistem e-billing

E-billing adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan
membuat kode billing pajak pada aplikasi SSE pajak online yang
merupakan bagian dari sistem penerimaan negara. Menurut Hadyan (2017)
E-billing adalah layanan pajak dengan tujuan untuk memberikan
kemudahan dalam pembayaran pajak secara online ke Direktorat Jenderal
Pajak (DJP). Sistem ini dikelola oleh biller Direktorat Jenderal Pajak dan
menerapkan billing system. Sementara, kode billing pajak adalah kode
identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billing atas suatu jenis
pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Dengan
menggunakan e-billing wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran

pajak secara lebih cepat dan lebih akurat.

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan merupakan sebagai petunjuk yang harus
dimiliki oleh wajib pajak yaitu terdiri mengenai hal-hal yang berkaitan
dengan tata cara perpajakan (Wati, 2016). Menurut pauji (2020)
pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyakkah ilmu yang dimiliki oleh
wajib pajak, ketika wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakan, maka
dari itu dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan adalah wawasan
dan ilmu yang dimiliki oleh wajib mengenai perpajakan yang digunakan

sebagai petunjuk ketika wajib pajak melaksanakan kewajibannya, semakin
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banyak wawasan dan ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak

akan semakin mematuhi peraturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan

digunakan oleh wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan
tindakan perpajakan. Menurut Rahayu (2010) dalam Sari (2017) konsep
pengetahuan pajak ada 3, yaitu:

a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak,
SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan, serta Pelaporan
Pajak;

b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia saat ini yaitu,
Self assessment system;

c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa
fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai alat

untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Motivasi membayar pajak

Motivasi merupakan proses psikologis yang terjadi karena interaksi
antara sikap, kebutuhan, persepsi dan pemecahan personal. Menurut
Ningrum, dkk (2021) motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam
diri individu yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar
sehingga mempengaruhi hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif,
tergantungan pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut.
Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki
individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam

hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan
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perpajakan dapat tercapai. Usaha yang dapat dilakukan untuk
menumbuhkan motivasi wajib pajak adalah dengan melakukan sosialisasi
yang berkelanjutan dari kantor pajak dengan memaparkan manfaat, fungsi
dan kegunaan pajak secara konkret. Diharapkan sosialisasi dan upaya yang
dilakukan oleh aparat pajak mendapat respon yang positif dari wajib pajak
dan wajib pajak menjadi termotivasi untuk membayar pajak secara sukarela.
Tanpa adanya motivasi orang akan lemah, pesimis dan tidak ada dorongan
untuk melakukan suatu aktivitas  (Ningrum, dkk, 2021). Motivasi
membayar pajak seorang wajib pajak menurut Ghoni (2012) dalam Putri

(2016) yaitu sebagai berikut :

a. Motivasi Intrinsik

1. Kejujuran wajib pajak, berkaitan dengan self assessment system
yang membutuhkan tingkat kejujuran tinggi dari setiap wajib pajak
agar tujuan dari perpajakan dapat tercapai;

2. kesadaran wajib pajak, tingkat kesadaran akan mempengaruhi
tingkat kepatuhan seseorang, semakin tinggi tingkat kesadaran
seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya
maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, begitu juga
sebaliknya;

3. Hasrat untuk membayar pajak, kepatuhan akan muncul jika
kesadaran dalam membayar pajak diikuti oleh hasrat atau kemauan

yang tinggi dari setiap wajib pajak untuk membayar pajak.
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b. Motivasi Ekstrinsik

1. Dorongan dari aparat pajak, sosialisasi dari aparat pajak sangat
diperlukan agar individu mengetahui dan memahami kegunaan
pajak bagi pembangunan negara.

2. Lingkungan kerja, teman atau kerabat, interaksi sosial antar
individu mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang
dianggap benar oleh kelompok (mayoritas), jika individu hidup
didalam kelompok taat pajak maka ia juga akan terdorong untuk
taat pajak, begitu pula sebaliknya.

2.1.5 Kesadaran wajib pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya,
termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi
pemerintahan dengan cara membayar kewajiban pajaknya. Menurut Muliari
dalam Astana & Merkusiwati (2017) kesadaran wajib pajak adalah niat baik
untuk memenuhi segala kewajiban. Kesadaran wajib pajak adalah suatu
kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan
ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Lestari, 2018). Priambodo
(2017) menjabarkan beberapa bentuk kesadaran dalam membayar pajak.
Yang terbagi dalam 3 bentuk kesadaran utama, yaitu:

1. Bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara.

2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban
pajak sangat merugikan Negara.

3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat

dipaksakan.
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2.1.6 Sanksi perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi
(Nuraisah, dkk., 2020). Menurut Mardiasmo (2018) menyebutkan sanksi
perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan perundang-undangan
perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi perpajakan terdiri dari dua
jenis yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang
Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana
(www.online-pajak.com).

1. Sanksi Administrasi merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib
pajak berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti sanksi
berupa bunga, sanksi berupa denda dan berupa kenaikan.

a. Sanksi berupa bunga

Sanksi administrasi  berupa bunga merupakan sanksi
administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan
dengan kewajiban pembayaran pajak. Sanksi administrasi berupa
bunga ini dikenakan terhadap wajib pajak yang terlambat dalam
melunasi kewajiban pajaknya. Besarnya sanksi administrasi berupa
bunga dihitung berdasarkaan persentase tertentu yang bersifat tetap
dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi ini dihitung
sejak saat terutangnya pajak atau sejak saat tanggal jatuh tempo
sampai dengan saat diterima dibayarkan. Sanksi administrasi berupa
bunga juga diberikan kepada wajib pajak yang mengalami kurang

bayar pajak karena pembetulan SPT, penelitian, pemeriksaan,
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penerbitan NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan, atau
mendapat persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran
pajak. Biasanya sanksi berupa bunga ini dibayarkan sebesar 2% per

bulan. Sanksi bunga diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2.1

Sanksi Berupa Bunga

No | Peraturan Tentang Jenis Sanksi
1 UU KUP 2007 |Pembetulan SPT tahunan
Pasal 8 Ayat (2)|dalam 2 tahun
) LJU II<§L3JZZOtO7 Pembetulan SPT masa dalam (2% per bulan dari jumlah
asal o Ayal s tohun pajak yang kurang dibayar,
(22) dihitung sejak jatuh tempo
3 g;ialfg Z 2307 Keterlambatan bayar/setor pemgayaran s/d tanggal
Yy pajak masa pembayaran
(22)
UU KUP 2007
4 |pasal 9 Ayat K;;e;l;rms;n bayar/setor
SKPKB kurang bayar atau
5 g;iall(il; 22;),[07 tidak dibayar dan penerbitan 2% per bulan dari jumlah
(2a) y NPWP dan pengukuhan PKP |kurang maksimal 24 bulan
secara jabatan
UU KUP 2007 Penerbitan SPT setelah 5 48% dari jumlah pajak yang
6 |Pasal 13 Ayat . .
(5) tahun tidak/kurang dibayar
(a) PPh tahun berjalan 2% per bulan dari jumlah
UU KUP 2007 tidak/kurang bayar pajak tidak/
Pasal 14 ayat K dib ksimal
7 @3 urang dibayar maksimal 24
(b) SPT kurang bayar bulan
8 UU KUP 2007
Pasal 14 Ayat
(5) PKP gagal produksi 2% dari pajak yang ditagih
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No | Peraturan Tentang Jenis Sanksi

UuU KUP 2007 0 ..
9 | Pasal 15 Ayat | SKPKET diterbitkan setelah | triqiurang dibosr

(4) lewat 5 tahun karena adanya
tindak pidana
SKPKB/T, Surat Keputusan . .

UU KUP 2007 |Pembetulan, Surat Keputusan |270 Per bulan dari jumlah

10 |Pasal 19 Ayat |Keberatan atau Putusan pajak yang tidak/kurang

(1)

Banding yang berakibat
kurang bayar/terlambat bayar

UU KUP 2007

dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo s/d
tanggal
pelunasan/diterbitkannya

11 |Pasal 19 Ayat |Pembayaran mengangsur atau |STP
(2) menunda
2% per bulan dari
kekurangan pembayaran
UU KUP 2007 : o ! )
12 |Pasal 19 Ayat Kekurangan pajak karena dihitung dari batas akhir

3)

penundaan SPT

penyampaian SPT s/d
tanggal dibayarnya
kekurangan tersebut.

b. Sanksi berupa denda

Sanksi

administrasi

berupa denda merupakan sanksi

administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan

dengan kewajiban pelaporan. Sanksi administrasi berupa denda ini

dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu yang bersifat tetap,

persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari

jumlah tertentu. Sanksi ini dikenakan terhadap pelanggaran yang

berkaitan dengan ketentuan jangka waktu pelaporan SPT, kewajiban

pembuatan faktur, dan keberatan atau permohonan banding yang

ditolak atau diterima atau dikabulkan sebagian. Sanksi administrasi

berupa denda dapat ditambah dengan sanksi pidana. Namun,

pelanggaran yang dikenai sanksi pidana adalah pelanggaran yang
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sifatnya alpa atau disengaja. Berikut sanksi administrasi berupa

denda:
Tabel 2.2
Sanksi Berupa Denda
No | Peraturan Tentang Jenis Sanksi
SPT Tidak Disampaikan:
a. SPT Masa PPN Rp500.000,00
UU KUP .
1 12007 Pasal b. SPT masa lainnya Rp100.000,00
7 ayat (1) |c- SPT Tahunan PPh WP
Badan Rp1.000.000,00
d. SPT Tahunan PPh WP OP {Rp100.000,00
Pengungkapan
9 ;JO%?KF% zal ketidakbenaran dan 150% x jumlah pajak kurang
8 ayat (3) pelunasan sebelum bayar
y penyidikan
a. PKP tidak membuat faktur
UU KUP Falat
3 2007 Pasal b. PKP tidak mengisi form
14 ayat (4) pajak secara lengkap
c. PKP melaporkan faktur 2% dari pengenaan pajak
tidak sesuai masa terbit
UU KUP
4 12007 Pasal |PKP gagal produksitelah
14 ayat (5) |diberikan restitusi
UU KUP 50% x jumlah pajak berdasarkan
5 12007 Pasal Pengajuan keberatan keputusan keberatan dikurangi
25 ayat (9) ditolak/dikabulkan sebagian |dengan pajak yang telah dibayar
y sebelum mengajukan keberatan
100% x jumlah pajak
UuU KUP Permohonan bandin berdasarkan Putusan Banding
6 (2007 Pasal ditolak/dikabulkan s%bagian dikurangi dengan pajak yang
27 ayat (5d) telah dibayar sebelum
mengajukan keberatan
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c. Sanksi berupa kenaikan

Sanksi administrasi berupa kenaikan merupakan sanksi
administrasi yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar
oleh wajib pajak. Sanksi administrasi berupa kenaikan ini dikenakan
terhadap wajib pajak yang melanggar ketentuan kewajiban yang
diatur dalam ketentuan material. Misalnya, memberikan data yang
tidak benar dalam SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP
atau tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam
menghitung jumlah pajak terutang. Sanksi ini menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi berlipat ganda.

Sanksi administrasi berupa kenaikan diantaranya:

Tabel 2.3

Sanksi Berupa Kenaikan

Peraturan Tentang Jenis Sanksi

UU KUP 2007 Pengungkapan ketidakbenaran [50% dari pajak yang
Pasal 8ayat (5) [pengisian SPT setelah lewat 2 |kurang dibayar
tahun sebelum terbitnya SKP

50% dari PPh yang
tidak/kurang dibayar dalam
setahun

a. SKPKB karena SPT tidak
disampaikan

b. PPN/PPnBM tidak 100% dari PPh yang

seharusnya dikompensasi atau [tidak/kurang dipotong,

3) tidak seharusnya dikenai tarif |tidak/kurang dipungut,
0% tidak/kurang disetor dan

UU KUP 2007
Pasal 13 ayat

c. Kewajiban pembukuan & |dipotong/dipungut tetapi
pemeriksaan tidak dipenuhi [tidak/kurang disetor atau

sehingga tidak diketahui 100% dari PPN dan
besaran pajak terutang PPnBM yang tidak/kurang
dibayar

Peraturan Tentang Jenis Sanksi
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UuU KUP 2007

Tidak menyampaikan
SPT/menyampaikan SPT tetapi
isinya tidak benar/tidak
lengkap atau melampirkan

200% dari jumlah pajak
yang kurang dibayar yang

Pasal 13A keterangan yang isinya tidak diterapkan melalui
benar, yang dilakukan karena penerbitan SKPKB
kealpaan dan pertama kali

UU KUP 2007

Pasal 15 ayat
)

Kekurangan pajak pada
SKPKBT

UU KUP 2007
Pasal 17C ayat

()

SKPKB yang terbit dilakukan
pengembalian pendahuluan
kelebihan pajak bagi WP
dengan kriteria tertentu

100% dari jumlah
kekurangan pajak

UU KUP 2007
Pasal 17D ayat

(5)

SKPKB yang terbit setelah
dilakukan pengembalian
pendahuluan kelebihan pajak
bagi wajib pajak dengan

persyaratan

2. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan sanksi pajak yang diberikan berupa

hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana

penjara. Wajib pajak dapat dikenakan sanksi pidana apabila diketahui

dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT

dengan data yang tidak benar. Sanksi pidana diantaranya:

Tabel 2.4




Sanksi Pidana
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No | Peraturan Tentang Jenis Sanksi
Pidana kurungan paling
Setiap orang yang karena sedikit 3 bulan/paling lama 1
kealpaannya: tahun atau denda paling
sedikit 1 kali jumlah pajak
. . terutang yang tidak/kurang
1 a. Tidak menyampaikan SPT dibayardan paling banyak 2
kali jumlah pajak terutang
UU KUP yang tidak atau kurang
2007 Pasal . _ |dibayar
38 ayat (1) _b._Menyampalkan SPT tetapi
isinya tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan
keterangan yang isinya benar
sehingga dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara
dan perbuatan tersebut
merupakan perbuatan setelah
perbuatan yang pertama kali.
Setiap orang dengan sengaja:
a. Tidak mendaftarkan diri untuk
diberikan NPWP atau tidak
mendaftarkan usaha untuk
dikukuhkan sebagai PKP
b.Menyalahgunakan/menggunak
an tanpa hak NPWP/PKP
c. Tidak menyampaikan SPT
d. Menyampaikan SPT dan/atau
SPT tidak lengkap
e. Menolak dilakukan
pemeriksaan
. Penjara paling singkat 6 tahun
f. I\/Iemperllhatka:jn Eembuklugn, dan denda paling sedikit 2
UU KUP pencatatan, atau dokumen lain kali jumlah pajak terutang
2 |2007 Pasal [/3"9 palsu/dlpal§ukan seolah- yang tidak atau kurang
olah benar atau tidak . .

39 ayat (1) dibayar dan paling banyak 4
menggambarkan keadaan yang kali iumlah paiak terut
sebenarnya all jJumian pajax terutang

yang tidak/kurang dibayar
No | Peraturan Tentang Jenis Sanksi
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g. Tidak menyelenggarakan
pembukuan/pencatatan di
Indonesia, tidak meminjamkan
buku, catatan/dokumen lain

h. Tidak menyimpan buku,
catatan/dokumen yang menjadi
dasar pembukuan/catatan dan
dokumen lain termasuk hasil
pengolahan data dari pembukuan
yang dikelola secara
elektronik/diselenggarakan
secara program aplikasi online di
Indonesia

I. Tidak menyetorkan pajak yang
telah dipotong/dipungut
sehingga menimbulkan kerugian
pada pendapatan negara

Seseorang melakukan lagi tindak

Pidana penjara paling singkat
6 tahun dan denda paling
sedikit 2 kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau

UU KUP  |pidana di bidang perpajakan kurana dibavar dan palin
3 |2007 Pasal |sebelum lewat 1 tahun terhitung g cibayal pating
) ' i, banyak 4 kali jumlah pajak
39 ayat (2) |sejak selesainya menjalani idak/k
idana yang dijatuhkan terutang yang tida/kurang
P dibayar dan sanksi tersebut
akan ditambahkan 1 kali
menjadi 2 kali sanksi pidana
Pidana kurungan paling
singkat 6 bulan/paling lama 2
Sesuatu yang tahun atau denda paling
diketahui/diberitahukan sedikit 2 kali jumlah restitusi
4 kepadanya oleh WP Dalam yang dimohonkan

UU KUP : - .
rangka jabatan/pekerjaannya dan/kompensasi atau

2007 Pasal X . .

39 ayat (3) untuk meryalankan ketentuan per pengkrgdltan yang dllak_ukan
UU Perpajakan dan/keterangan |dan paling banyak 4 kali
yang isinya tidak benar/tidak jumlah restitusi yang
lengkap dimohonkan dan/kompensasi

atau pengkreditan yang
dilakukan
No | Peraturan Tentang Jenis Sanksi
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5 |UU KUP _ ) o
2007 Pasal Pidana penjara paling singkat
39A . - 2 tahun dan paling lama 6

Setiap orang dengan sengaja: tahun serta denda paling
. sedikit 2 kali jumlah pajak
a. Menerbitkan, menggunakan . .
faktur pajak, bukti potong, bukti d:lmarl:\nfahli;unr p?:t , bukti
setoran pajak yang tidak P g pajax,
berdasarkan yang sebenarnya pemotongan pajak dan/atau
yang y bukti setoran pajak dan paling
. . banyak 6 kali jumlah pajak
b. Menerbitkan faktur pajak | 2| O pjajak Ukt
EEFE)I belum dikukuhkan sebagai pemungutan pajak.
pemotongan pajak dan/atau
bukti setoran pajak
Pejabat yang karena kealpaannya
tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan segala sesuatu
yang diketahui/diberitahukan : .
UU KUP Pidana kurungan paling lama

6 (2007 Pasal kepal((jar_]ya olef V\I/(P (_jalam 1 tahun dan denda paling

41 ayat (1) rangxa Jabgtan/ Lererjaaya banyak Rp 25 Juta
untuk menjalankan ketentuan per
UU perpajakan, atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya
dilanggar
Pejabat yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan segala sesuatu
yang diketahui/diberitahukan ; .
UU KUP Pidana kurungan paling lama

7 |2007 Pasal kepadar_wya S qlalam 2 tahun dan denda paling

41 ayat (2) rangka jabatan/pekerjaannya banyak 50 Juta
untuk menjalankan ketentuan per
UU perpajakan, atas pengaduan
orang yang kerahasiaannya
dilanggar
Setiap orang yang wajib
memberikan keterangan/bukti
yang diminta oleh Direktur
Jenderal Pajak pada saat . .
UU KUP melakukan pemeriksaan paiak Pidana kurungan paling lama

8 |2007 Pasal penagihan p%jak/penyidilfa* ' |1 tahun dan denda paling

41A tindak pidana dibidang banyak Rp 25 Juta
perpajakan tetapi dengan sengaja
tidak memberi keterangan/bukti
yang tidak benar
No | Peraturan Tentang Jenis Sanksi
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UU KUP
2007 Pasal
41B

Setiap orang yang dengan
sengaja menyebabkan tidak
terpenuhinya kewajiban pejabat
dan pihak lain dalam
merahaiakan segala sesuatu yang
diketahui/diberitahukan
kepadanya oleh WP dalam
rangka jabatan/pekerjaannya
untuk menjalankan ketentuan
peraturan per UU perpajakan

Pidana kurungan paling lama
3 tahun atau denda paling
banyak 75 juta

10

UU KUP
2007 Pasal
41C ayat (1)

Setiap orang yang dengan
sengaja tidak memenubhi
kewajiban merahasiakan segala
sesuatu yang
diketahui/diberitahukan
kepadanya oleh WP dalam
rangka jabatan/pekerjaannya
untuk menjalankan ketentuan
peraturan per UU perpajakan

Pidana kurungan paling lama
1 tahun dan denda paling
banyak 1 milyar

11

UU KUP
2007 Pasal
41C ayat (2)

Setiap orang yang dengan
sengaja tidak terpenuhi
kewajiban pejabat dan pihak lain
dalam merahasiakan segala
sesuatu yang
diketahui/diberitahukan
kepadanya oleh WP dalam
rangka jabatan/pekerjaannya
untuk menjalankan ketentuan per
UU perpajakan

12

UU KUP
2007 Pasal
41C ayat (3)

Setiap orang yang dengan
sengaja tidak memberikan data
dan informasi yang diminta oleh
Direktur Jenderal Pajak dalam
menghimpun data dan informasi
untuk kepentingan penerimaan
negara

Pidana kurungan paling lama
10 bulan dan/atau denda
paling banyak 800 juta

13

UuU KUP
2007 Pasal
41C ayat (4)

Setiap orang yang dengan
sengaja menyalahgunakan data
dan informasi perpajakan
sehingga menimbulkan kerugian
bagi negara

Pidana kurungan paling lama
1 tahun dan/atau denda paling
banyak 500 juta

2.1.7 Kepatuhan wajib pajak
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Kepatuhan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mematuhi
undang-undang perpajakan, dimana wajib pajak menyatakan pendapatan
yang benar di setiap tahun dan membayar jumlah pajak dengan tepat waktu
(Oladipupo & Obazee, 2016). Menurut (Suryanti dan Sari, 2018), kepatuhan
perpajakan adalah sikap taat, tunduk dan patuh dalam melaksanakan
ketentuan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan
patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban
perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan
orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku (www.klikpajak.id). Kepatuhan wajib pajak dapat

dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak
memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal menurut norma
perpajakan ' yang “berlaku. Dalam' hal ‘ini- wajib pajak mendaftar,

menghitung, membayar dan melaporkan pajak terhutangnya.

2. Kepatuhan material
Kepatuhan material adalah keadaan dimana wajib pajak
memenuhi syarat material dengan mengisi SPT tahunan secara lengkap

dan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dinilai dengan apakah wajib

pajak tersebut membayar pajak atau tidak, tetapi ada beberapa hal yang


http://www.klikpajak.id/
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dapat dinilai untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Kriteria wajib pajak

yang patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007,

yaitu:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali
tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda
pembayaran pajak.

3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga
pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa
pengecualian selama 3 tahun berturut — turut.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa hasil penelitian dengan topik yang sama telah dilakukan oleh
peneliti-peneliti sebelumnya, yaitu:

1) Putri (2016) meneliti tentang “Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Dan
Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”
Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak
sedangkan variabel independennya adalah motivasi membayar pajak dan
tingkat pendidikan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini

adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan
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bahwa variabel motivasi membayar pajak dan tingkat pendidikan
berpengaruh positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak orang
pribadi.

2) Arismayani, dkk (2017) meneliti tentang “Pengaruh Modernisasi Sistem
Administrasi  Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Dan Tingkat
Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak” variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak,
sedangkan variabel independennya adalah modernisasi sistem administrasi
perpajakan, motivasi wajib pajak dan tingkat kepercayaan pada
pemerintah dan hukum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini
menunjukan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi
wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Priambodo (2017) meneliti tentang ‘“Pengaruh Pemahaman Peraturan
Pajak, Sanksi @ Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Kabupaten Purworejopada Tahun 2017” Variabel dependen dalam
penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan
variabel independennya adalah pemahaman peraturan pajak, sanksi
perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Analisis data yang digunakan
adalah teknik regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan

bahwa pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran
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wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak di kantor pelayanan pajak pratama purworejo tahun 2017.

4) Rahayu, (2017) meneliti tentang “Pengaruh pengetahuan perpajakan,

5)

ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak”
variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak,
sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan perpajakan,
ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty. Analisis data yang digunakan
dalam variabel ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi
pajak da tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
Siregar (2017) meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan
Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Batam” Variabel dependen dari penelitian ini
adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah
kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak dan
sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

dalam membayar pajak pada KPP Pratama Batam.

6) Widagsono, (2017) meneliti tentang “Pengaruh pengetahuan perpajakan,

sanksi, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak: Studi kasus pada
KPP Pratama Kepanjen (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim)” variabel dependen dalam penelitian ini adalah

kepatuhan wajib pajak sedangkan variabel independennya adalah
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pengetahuan perpajakan, sanksi dan religiusitas. Analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan dan sanksi
memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangka
religiusitas belum memiliki pengaruh yang positif.

Ermawati, (2018) meneliti tentang ’Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib
pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak” variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib
pajak, sedangka variabel independennya adalah religiusitas, kesadaran
wajib pajak dan pengetahuan perpajakan. Analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa religiusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

8) Lestari (2018) meneliti tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi

Pajak, Sosialisasi Pajak, ‘Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Wilayah Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Surakarta” Variabel dependen dari penelitian ini adalah
kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel independennya adalah
kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan kualitas
pelayanan pajak. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi
linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa variabel

kesadaran wajib pajak , sanksi pajak, sosilaisasi pajak tidak berpengaruh
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terhadap variabel kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel kualitas

pelayanan pajak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

9) Pramesti, dkk (2018) meneliti tentang “Pengaruh Tingkat Pemahaman

10)

Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan
Wajib Pajak, Dan Penerapan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Boyolali)” Variabel dependen dari penelitian ini adalah tingkat kepatuhan
wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel independennya adalah
tingkat pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi
perpajakan, lingkungan wajib pajak dan penerapan e-billing. Analisis data
yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian
ini menyatakan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak mempunyai
pengaruh terhadap variabel tingkat kepatuhan wajib pajak, sedangkan
variabel kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib
pajak dan penerapan e-billing tidak mempunyai pengaruh terhadap
variabel tingkat kepatuhan wajib pajak.

Sholichah, dkk (2018) meneliti tentang “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak
Tentang Kebijakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), Motivasi
Membayar Pajak, Self Assessment, Tingkat Pendapatan dan Kualitas
Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak
Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Karanganyar)” variabel
dependennya adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel
independennya adalah persepsi wajib pajak tentang tax amnesty, motivasi

membayar pajak, self assessment, tingkat pendapatan dan kualitas
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pelayanan. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear
berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak,
motvasi membayar pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan self assessment dan tingkat
pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

11) Pradnyana dan Prena (2019) meneliti tentang °° Pengaruh Penerapan
Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama Denpasar Timur’’ Variabel dependen dalam penelitian ini
adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel
independennya adalah penerapan sistem e-filling, e-billing dan
pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil
penelitian ini menyatakan bahwa e-filing, e-billing dan pemahaman
perpajakan secara bersama-sama (Simultan) berpengaruh positif
siginifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini berarti bahwa
semakin baik e-filing, e-billing dan pemahaman perpajakan maka semakin
meningkat pula kepatuhan wajib pajak. Begitu pula sebaliknya, apabila e-
filing, e-billing dan pemahaman perpajakan buruk maka kepatuhan wajib
pajak juga akan menurun.

12) Putra dan Marsono (2020) meneliti tentang “Pengaruh Penerapan Sistem
Online Pajak (e-registration, e-filing, dan e-billing) Terhadap Tingkat
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (Studi Kasus Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Surakarta)” Variabel dependen dari penelitian ini adalah
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tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan variabel
independennya adalah penerapan sistem online pajak (e-registration, e-
filing, e-billing). Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi
linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan sistem
e-registration, sistem e-filing, sistem e-billing berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama
menggunakan variabel penerapan e-billing, pengetahuan perpajakan, sanksi
perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib
pajak orang pribadi. Selain itu, dari penelitian sebelumnya ada yang
menggunakan lokasi penelitian yang sama seperti penlitian ini. Perbedaan
penelitiannya, pada penelitian sebelumnya ada yang menggunakan variabel
kualitas pelayanan fiskus, tingkat pemahaman wajib pajak, lingkungan wajib

pajak, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum.



BAB Il
KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Berpikir

Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana
wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak
perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan dalam
proses perpajakan, hal ini dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi
di KPP Pratama Denpasar Timur dalam menyampaikan SPT dan rasio
kepatuhannya yang masih mengalami fluktuasi selama tahun 2016 sampai tahun
2020, meskipun dalam jumlah WPOP yang terdaftar mengalami peningkatan.
Penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak disebabkan karena kurangnya
pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak.

Berdasarkan  fenomena tersebut, peneliti mengambil pokok
permasalahan sebagai berikut “Apakah penerapan sistem e-billing, pengetahuan
perpajakan, motivasi: membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?” dari
pokok permasalahan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis yang didukung
dengan teori kepatuhan (compliance theory), serta ditambah dengan kajian
penelitian sebelumnya.

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan
dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang ada (Dewi,

2019). Kepatuhan didefinisikan sebagai pemenuhan, mengalah tunduk
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dengan kerelaan; rela memberi, menyerah, mengalah; membuat suatu keinginan
konformitas sesuai dengan harapan atau kemauan orang lain (Chaplin, 1989).
Kepatuhan wajib pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mematuhi
undang-undang perpajakan, dimana wajib pajak menyatakan pendapatan yang
benar di setiap tahun dan membayar jumlah pajak dengan tepat waktu
(Oladipupo & Obazee, 2016).

Berdasarkan teori kepatuhan (compliance theory) akan menjelaskan
hubungan dari penerapan sistem e-billing, pengetahuan perpajakan, motivasi
membayar pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan yang akan
mempengaruhi wajib pajak untuk taat dan patuh dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Sistem e-billing adalah layanan pajak dengan tujuan
untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak secara online ke
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) (Hadyan, 2017). Sistem e-billing adalah
metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode id billing. Kode id
billing merupakan kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem billling atas
suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. Menurut
Pauji (2020) pengetahuan perpajakan adalah seberapa banyak ilmu yang
dimiliki oleh wajib pajak, ketika wajib pajak menjalankan kewajiban
perpajakan. Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu
yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar sehingga mempengaruhi
hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung pada situasi dan
kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut (Ningrum, dkk, 2021). Kesadaran
wajib pajak merupakan bagian dari motivasi intrinsik yang berasal dari dalam

diri wajib pajak, dimana kesadaran wajib pajak didefinisikan sebagai suatu
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kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan
ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Semakin tinggi tingkat
kesadaran wajib pajak maka pengetahuan dan pelaksanaan kewajiban
perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak
dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, seperti
dilaksanakannya berbagai sosialisasi dan memberikan sanksi perpajakan.
Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak
melanggar norma perpajakan (Priambodo, 2017). Sanksi perpajakan ini
diharapkan dapat memberikan efek jera pada pelanggar pajak, dimana ketika
semakin banyak tunggakan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak maka
semakin berat wajib pajak untuk melunasinya. Wajib pajak akan memenuhi
kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi pajak lebih banyak

merugikannya, dengan demikian kepatuhan wajib pajak akan meningkat.
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“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB

PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP DENPASAR TIMUR”

Data kepatuhan WPOP di KPP Pratama Denpasar Timur tahun 2016-2020 menunjukkan tingkat

kepatuhan WPOP mengalami fluktuasi.
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Berdasarkan uraian diatas dapat dikembangkan dalam model penelitian sebagai

berikut:

Gambar 3.2

Model Penelitian

Penerapan Sistem E-Billing

Pengetahuan Perpajakan

Motivasi Membayar Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak

i

Sanksi Perpajakan

Sumber: Hasil Pemikiran Peneliti (2021)
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3.2 Hipotesis

3.2.1 Pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak

Sistem e-billing adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik
dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi SSE pajak online yang
merupakan bagian dari sistem penerimaan negara. Dalam teori kepatuhan,
sistem e-billing merupakan suatu sistem pembayaran online yang dibuat
olen Direktorat Jendral Pajak bagi Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran kewajiban perpajakannya secara online dan mandiri, dengan
adanya e-billing wajib pajak dapat membayarkan pajaknya secara cepat,
tepat dan akurat. Sistem E-billing akan dimanfaatkan dengan baik oleh
wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang
baik. Hubungan penerapan sistem e-billing dan kepatuhan wajib pajak dapat
dijelaskan dengan pemikiran bahwa dengan menggunakan e-billing wajib
pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak secara lebih cepat dan
lebih akurat. Semakin dipermudahnya sistem pembayaran pajak maka
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya akan
semakin meningkat, hal ini sesuai dengan teori kepatuhan yang menyatakan
bahwa salah satu cara yang dilakukan pemerintah Direktorat Jendral Pajak
dengan melakukan reformasi modernisasi sistem administrasi perpajakan
berupa perbaikan pelayanan bagi wajib pajak melalui pelayanan yang
berbasis e-system, seperti e-billing. Hal ini didukung oleh penelitian yang

dilakukan oleh Husnurrosyidah (2017), Pradnyana dan Prena (2020),

Yuesti, dkk (2019), Putra dan Marsono (2020), yang menyatakan penerapan
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sistem e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H;: Penerapan sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Pauji, 2020 pengetahuan perpajakan adalah seberapa
banyakkah ilmu yang dimiliki olenh wajib pajak, ketika wajib pajak
menjalankan kewajiban perpajakan. Pengetahuan perpajakan digunakan
olen wajib pajak sebagai informasi pajak dalam melakukan tindakan
perpajakan. Dalam teori kepatuhan (compliance theory), hubungan
pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan
dengan pemikiran bahwa adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh
Sucandra dan Supadmi (2016), Rahayu (2017), Widagsono (2017) yang
menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H,: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak.
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3.2.3 Pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu
yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar sehingga
mempengaruhi hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif, tergantung
pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut (Ningrum, dkk,
2021). Motivasi membayar pajak bisa datang dari dalam diri maupun luar
individu wajib pajak. Dalam teori kepatuhan (compliance theory),
hubungan dari motivasi membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak dapat
dijelaskan dengan pemikiran bahwa semakin besarnya motivasi wajib pajak
untuk membayar pajak secara sukarela maka kepatuhan wajib pajak juga
mengalami peningkatan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Ashifa (2016), Arismayani, dkk (2017), Suarjana, dkk
(2020), menyatakan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan hasil analisis
tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H;: Motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan

wajib pajak.

3.2.4 Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti
perihal pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib
pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan
dengan benar dan sukarela (Lestari, 2018). Dalam teori kepatuhan

(compliance theory), hubungan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan
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wajib pajak dapat dijelaskan dengan pemikiran bahwa ketika semakin besar
kesadaran yang dimiliki wajib pajak untuk membayar kewajiban
perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak pun meningkat. Hal ini sesuai
dengan teori kepatuhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Warliana
dan Arifin (2016), Priambodo (2017), Siregar (2017) yang menyatakan
bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak. Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:

H,: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak.

3.2.5 Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Menurut Nuraisah, dkk., 2020 sanksi perpajakan merupakan
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan
dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Sanksi perpajakan terdiri dari dua jenis
sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dalam teori kepatuhan
(compliance theory), hubungan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak dapat dijelaskan dengan pemikiran bahwa ketika sanksi perpajakan
yang diberikan secara tegas akan meningkatkan tingkat kepatuhan, karena
wajib pajak takut akan dikenakan sanksi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori
kepatuhan yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat dan
patuh terhadap peraturan yang ada. Hal ini didukung oleh hasil penelitian
yang dilakukan oleh Sucandra dan Supadmi (2016), Priambodo (2017),

Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh
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positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil analisis tersebut
maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Hg: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.



4.1

4.2

4.3

BAB IV
METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang
bertempat di Denpasar Timur yang beralamat di JI. Tantular No. 4, Renon,
Denpasar Timur, Bali. Peneliti memilih lokasi ini karena rasio tingkat
kepatuhan WPOP pada KPP Dentim mengalami penurunan pada tahun 2020

menjadi sebesar 72,69%.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan
data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal obyektif, valid
dan reliable tentang suatu hal (variabel) (Sugiyono, 2019:41). Obyek dalam
penelitian ini-adalah ‘wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.

Identifikasi VVariabel

Variabel dalam penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa
saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh

informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,
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2019:69). Adapun variabel yang diteliti disini adalah Variabel independen
(X), variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predikator,
antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas, variabel
bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi
sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono,
2019:69). Dalam penelitian ini menjadi variabel bebas adalah penerapan
sistem e-billing (PSE), pengetahuan perpajakan (PP), motivasi membayar
pajak (MBP), kesadaran wajib pajak (KWP), dan sanksi perpajakan (SP).
Variabel dependen (YY), variabel ini sering disebut variabel output, kriteria,
konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.
Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat
karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2019:69). Dalam penelitian ini
yang menjadi variabel terikat adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi

(KWPOP).

Definisi Operasional Variabel

4.4.1 Variabel independen (x)

Variabel independen, variabel independen atau juga disebut variabel
bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab
perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono,
2019:69). Adapun variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini

antara lain:
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1) Penerapan sistem e-billing (PSE)

Sistem e-Billing adalah suatu sistem pembayaran online
yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak bagi Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya secara online dan
mandiri. Wajib Pajak hanya perlu mengisi SSP melalui website DJP
kemudian mendapatkan kode billing yang selanjutnya melakukan
pembayaran dengan memasukkan kode tersebut melalui bank yang
bekerjasama dengan DJP, ATM atau internet banking dengan
memasukkan kode billing tersebut. Penerapan sistem e-billing dalam
penelitian ini diukur dengan menggunakan replikasi dari kuisioner
penelitian yang dilakukan oleh Pratami, dkk (2017) dalam Fadilah
(2018). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel
penerapan sistem e-billing, antara lain:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak

2. Direktorat Jenderal Pajak melakukan sosialisasi
3.Memahami; manfaat, tujuan, dan prosedur

4. Proses pembayaran pajak

5. Lebih jelas dan terperinci

6. Lebih sederhana

7. Menghemat waktu

8. Mengurangi waktu

9. Mempercepat proses pembayaran

10. Bank, Kantor Pos, dan ATM
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Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin dengan perincian

sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 1

TS =Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 2

KS = Kurang Setuju dinyatakan dengan nilai 3

S = Setuju dinyatakan dengan nilai 4

SS = Sangat Setuju dinyatakan dengan nilai 5

Pengetahuan perpajakan (PP)

Menurut pauji, 2020 pengetahuan perpajakan adalah seberapa
banyakkah ilmu yang dimiliki oleh wajib pajak, ketika wajib pajak
menjalankan kewajiban perpajakan. Menurut Rahayu (2010) dalam Sari
(2017) konsep pengetahuan pajak ada 3, yaitu:

a. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP), yaitu pengetahuan mengenai kewajiban dan hak wajib pajak,
SPT, NPWP, dan Prosedur Pembayaran, Pemungutan, serta
Pelaporan Pajak;

b. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia saat ini yaitu,
Self assessment system;

c. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa
fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara dan sebagai

alat untuk mengatur kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.
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Pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan
menggunakan replikasi dari kuisioner penelitian yang dilakukan oleh
Milayanti (2019). Indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur
variabel pengetahuan perpajakan, yaitu:

1. Mengetahui ketentuan perpajakan.

2. Mengetahui batas waktu pelaporan SPT.

3. NPWP sebagai identitas.

4. Memahami sistem perpajakan yang ada di Indonesia.

5. Menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri.

Variabel ini diukur dengan skla likert 1-5 poin dengan perincian sebagai

berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 1

TS =Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 2

KS = Kurang Setuju dinyatakan dengan nilai 3

S = Setuju dinyatakan dengan nilai 4

SS = Sangat Setuju dinyatakan dengan nilai 5

Motivasi membayar pajak (MBP)

Motivasi merupakan proses psikologis yang terjadi karena
interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan pemecahan personal.
Motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri individu yang
dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar sehingga

mempengaruhi hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif,
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tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut
(Ningrum, dkk, 2021). Motivasi membayar pajak dalam penelitian ini
diukur dengan menggunakan replikasi dari kuisioner penelitian yang
dilakukan oleh Ghoni (2012) dalam Putri (2016). Indikator-indikator
yang digunakan dalam mengukur variabel motivasi membayar pajak,
yaitu:

1. Kejujuran wajib pajak.

2. Kesadaran wajib pajak.

3. Hasrat untuk membayar pajak.

4. Dorongan aparat pajak.

5. Dorongan dari lingkungan kerja, teman atau kerabat.

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin dengan perincian

sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 1

TS = Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 2

KS = Kurang Setuju dinyatakan dengan nilai 3

S = Setuju dinyatakan dengan nilai 4

SS = Sangat Setuju dinyatakan dengan nilai 5

Kesadaran wajib pajak (KWP)
Menurut Muliari dalam Astana & Merkusiwati (2017)
kesadaran wajib pajak adalah niat baik untuk memenuhi segala

kewajiban. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib
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pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan
dengan benar dan sukarela (Lestari, 2018). Kesadaran wajib pajak dalam
penelitian ini diukur dengan menggunakan replikasi dari kuisioner
penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2019). Indikator-indikator yang
digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak, yaitu:

1. Partisipasi

2. Tidak menunda

3. Bentuk pengabdian

4. Pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan

5. Membayar sesuai dengan peraturan

6. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela

7. Fungsi pajak untuk pembiayaan negara

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin dengan perincian

sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 1

TS =Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 2

KS = Kurang Setuju dinyatakan dengan nilai 3

S = Setuju dinyatakan dengan nilai 4

SS = Sangat Setuju dinyatakan dengan nilai 5

Sanksi perpajakan (SP)

Menurut Nuraisah, dkk., 2020 sanksi perpajakan merupakan

jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
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akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Menurut Mardiasmo (2018)
menyebutkan sanksi perpajakan ialah suatu jaminan atas ketentuan
perundang-undangan perpajakan dapat dipatuhi atau dijalani. Sanksi
perpajakan terdiri dari dua jenis yang diatur menurut Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, yaitu
sanksi administrasi dan sanksi pidana (www.online-pajak.com). Sanksi
perpajakan dalam penelitian ini menggunakan replikasi dari kuisioner
penelitian yang dilakukan oleh Imaniati (2016). Indikator-indikator

yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan, yaitu:

1. Pengetahuan wajib pajak tentang adanya sanksi perpajakan.

2. Sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.

Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin dengan perincian

sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 1

TS = Tidak Setuju dinyatakan dengan-nilai 2

KS = Kurang Setuju dinyatakan dengan nilai 3

S = Setuju dinyatakan dengan nilai 4

SS = Sangat Setuju dinyatakan dengan nilai 5
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4.4.2 Variabel dependen (Y)

Variabel dependen atau juga sering disebut variabel terikat
merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya
variabel bebas (Sugiyono, 2019:69).

1) Kepatuhan wajib pajak (KWPOP) adalah kemampuan wajib pajak untuk
mematuhi undang-undang perpajakan, dimana wajib pajak menyatakan
pendapatan yang benar di setiap tahun dan membayar jumlah pajak
dengan tepat waktu (Oladipupo & Obazee, 2016). Menurut (Suryanti
dan Sari, 2018) kepatuhan perpajakan adalah sikap taat, tunduk dan
patuh dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan membayar
pajak sangat didukung oleh kesadaran membayar pajak. Apabila
seorang wajib pajak sudah memiliki kesadaran yang baik maka mereka
tidak akan keberatan dalam membayar pajak tanpa harus ditagih dan
tidak ada keterpaksaan. Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini
diukur menggunakan replikasi dari kuesioner penelitian yang dilakukan
oleh Mipraningsih (2016) dan Taringot (2017). Indikator-indikator yang

digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Kepatuhan pengisian SPT.

2. Kepatuhan pelaporan SPT.

3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Kepatuhan pelaporan jumlah pajak.

5. Kepatuhan pembayaran.

6. Membayar pajak tepat waktu.

7. Kepatuhan pemeriksaan pajak.
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Variabel ini diukur dengan skala likert 1-5 poin untuk 5 pertanyaan

dengan perincian sebagai berikut:

STS = Sangat Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 1

TS =Tidak Setuju dinyatakan dengan nilai 2

KS = Kurang Setuju dinyatakan dengan nilai 3

S = Setuju dinyatakan dengan nilai 4

SS = Sangat Setuju dinyatakan dengan nilai 5

Jenis dan Sumber Data

Jenis data

1)

2)

Data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau
sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen
penelitian, analisis.data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan
untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2019:16).
Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah jumlah wpop di KPP
Pratama Denpasar Timur dan hasil jawaban kuesioner yang berupa
angka-angka dari masing-masing jawaban responden pada KPP
Pratama Denpasar Timur dengan menggunakan skala likert (berupa
angka-angka).

Data kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek

yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik
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pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat
induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan
makna dari generalisasi (Sugiyono, 2019:18). Data kualitatif dalam
penelitian ini berupa gambaran umum perusahan dan struktur

organisasi perusahaan pada KPP Pratama Denpasar Timur.

4.5.2 Sumber data

4.6

4.6.1

1)

2)

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data (Sugiyono, 2019:194). Data primer dalam penelitian
ini adalah jawaban-jawaban dari kuesioner seputar variabel — variabel
penelitian, yaitu penerapan sistem e-billing, pengetahuan perpajakan,
motivasi membayar pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan
dan kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Denpasar Timur.

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan
data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat
dokumen (Sugiyono, 2019:194). Data ini berupa data olahan yang
berupa informasi total jumlah wajib pajak orang pribadi dan profil KPP

Pratama Denpasar Timur.

Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi adalah suatu objek atau subjek dengan ciri-ciri dan kualitas

tertentu yang telah ditetapkan peneliti guna untuk diteliti dan dilakukan



4.6.2

58

penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2019:126). Populasi dalam penelitian ini
adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar
Timur Per 31 Desember 2020 yaitu 126.692 wajib pajak.

Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi dengan ciri-ciri tertentu
(Sugiyono, 2019:127). Metode penentuan sampel yang digunakan dalam
penelitiam yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode accidental
sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa
saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di lokasi penelitian
dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang kebetulan ditemui
dipandang cocok sebagai sumber data dan memenuhi kriteria sebagai
responden dalam  penelitian tersebut (Sugiyono, 2019:128). Kriteria
responden dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi
yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Jumlah sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah 100 orang wajib pajak
orang pribadi yang  diambil sebagai sampel diperoleh berdasarkan

perhitungan penentuan sampel dengan rumus slovin (Husein, 2008), yaitu :

n= (1+2e2)
Keterangan:
n = Jumlah anggota sampel
N = Jumlah anggota populasi

e = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)
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Perhitungan sampel:

_ 126.692
(1+126.692(0,1)2)

= 99,92 Dibulatkan menjadi 100 sampel

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam

penelitian ini adalah sejumlah 100 sampel dari wajib pajak orang pribadi.

Metode Pengumpulan Data

Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,
dokumen ini dapat berupa tulisan, gambar atau karya — karya yang
monumentasi dari seseorang (Sugiyono, 2019:314). Data yang diperoleh
dari penelitian ini berupa sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan dan

struktur organisasi perusahaan.

Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada
responden untuk dijawabnya (Sugiyono 2019:199). Kuesioner merupakan
teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui dengan pasti
variabel yang akan diukur dan mengetahui apa yang bisa diharapkan dari
responden. Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi

yang membayar pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Denpasar Timur.
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4.8 Teknik Analisis Data

4.8.1 Uji instrumen penelitian

1) Uji Validitas

2)

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu
kuesioner. Sebuah kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji validitas merupakan
prosedur pengujian yang digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang
berupa kuesioner yang dipakai dapat mengukur dengan cermat atau
tidak, dengan kata lain sejauh mana ketepataan dan kecermataan suatu
alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas digunakan
untuk memilih item-item pernyataan yang relevan untuk dianalisis.
Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antar skor
masing-masing butir pernyataan dengan total skor sehingga dapat dinilai
person correlation. Apabila koefisien korelasi positif dan lebih dari 0,30
dengan menunjukkan nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 maka
dapat disimpulkan bahwa masing-masing butir pernyataan adalah valid.

UJi Realibilitas

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur suatu
kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk
(Ghozali, 2018:45). Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika
jawaban responden terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari

waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, untuk mengukur reliabel atau
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tidaknya suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpa. Apabila
nilai Cornbach Alpa > 0,70 maka pernyataan — pernyataan yang
digunakan untuk mengukur variabel — variabel yang diamati reliabel.
Sebaliknya, apabila nilai Cornbach Alpa < 0,70 maka pernyataan —
pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel — variabel yang
diamati tidak reliable. Untuk melakukan pengujian realibilitas kuisioner
dilakukan dengan menggunakan software statistical package for social

science (SPSS).

Analisis statistik deskriptif

Metode statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat
kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,
2019:206). Statistik deskriptif mendeskripsikan data menjadi sebuah

informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami.

Analisis regresi linear berganda

Teknik analisis regresi linear berganda digunakan untuk
menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas terhadap variabel
terikat, serta seberapa besar pengaruh variabel-variael bebas terhadap
variabel terikat (Ghozali, 2018:95). Analisis ini juga dapat menduga besaran
dan arah dari pengaruh tersebut serta mengukur derajat keeratan pengaruh
antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen.

Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut:
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KWPOP = o+, PSE + B,PP+B,MBP + B,KWP + B_SP +€ ........c........ 1)
Keterangan:

KWPOP = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a = Bilangan Kostanta

PSE = Penerapan Sistem E-billing

PP = Pengetahuan Perpajakan

MBP = Motivasi Membayar Pajak

KWP = Kesadaran Wajib Pajak

SP = Sanksi Perpajakan

B1 = Koefisien Regresi Penerapan Sistem E-Billing
B, - Koefisien Regresi Pengetahuan Perpajakan

B3 = Koefisien Regresi Motivasi Membayar Pajak
B, = Koefisien Regresi Kesadaran Wajib Pajak

Bs = Koefisien Regresi Sanksi Perpajakan

e = Residual

Uji asumsi klasik

Uji asumsi klasik adalah suatu penyajian yang digunakan dalam
suatu penelitian yang menunjukan bahwa model regresi tersebut layak atau
tidak untuk dilakukan penelitian sebelumnya. Uji asumsi klasik meliputi uji

normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.
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1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas
berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas menggunakan
Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai probabilitas signifikan lebih besar dari
0,05 maka residu berdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika nilai
probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 maka residu tidak
berdistribusi normal.
2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau
independen (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas
dapat diketahui dengan cara menganalisis korelasi variabel-variabel
independen, yang dapat dilihat dari tolerance dan variance inflation
factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas
manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cutoff yang
umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF
diatas 10. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas

adalah sebagai berikut:
1) Nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka
dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel

dalam model regresi.
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2) Nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10 maka
terjadi multikolinieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai erorrnya) (Ghozali,
2018:142). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain tetap, berarti tidak ada gejala heterokedastisitas dan jika variance
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda, berarti ada
gejala heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian
heterokedastisitas penelitian ini menggunakan uji Glejser. Metode
Glejser disebut dengan meregresikan nilai absolute residual terhadap
variabel  independen. = Model regresi  tidak  mengandung
heterokedastisitas, apabila nilai signifikan variabel independen (variabel
bebas) lebih dari 0,05 dan jika nilai signifikansi dari variabel independen

kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas.

4.8.5 Uji model fit (uji f)

Uji F adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah variabel
independen yang digunakan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama — sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Kriteria
pengujian yang digunakan dalam uji f adalah jika signifikansi > 0,05, maka
semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap

variabel dependen. Sebaliknya, jika signifikansi < 0,05, maka semua
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variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel

dependen.
Uji koefisien determinsi (adjusted R2)

Koefisien determin (R?) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut
Ghozali (2018:97), menyatakan bahwa nilai yang mendekati satu berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai R? berkisar
antara 0-1 dan jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik selanjutnya
kelemahan pada uji R? adalah bias terhadap jumlah independen yang
dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel, maka nilai R?
akan meningkat tanpa mempertimbangkan apakah variabel independen
tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen sehingga

disarankan untuk menggunakan nilai Adjusted R? pada saat mengevaluasi.

487 Ujit

Menurut Ghozali (2018:98) uji t digunakan untuk menguji seberapa
jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level
0,05 (0=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan
Kriteria:

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi
tidak signifikan). Ini berarti variabel independen tidak mempunyai

pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
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Jika nilai signifikan < 0,05 dan nilai statistik t positif, maka hipotesis
diterima, ini berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap
variabel dependen. Jika nilai signifikan < 0,05 dan nilai statistik t
negatif, maka hipotesis ditolak, ini berarti variabel independen

berpengaruh secara negatif terhadap variabel dependen.
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5.1.1

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan

Sejarah singkat KPP Pratama Denpasar Timur

Cikal bakal KPP Pratama Denpasar Timur adalah Kantor Inspeksi
Pajak Singaraja yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 67 Singaraja.
Wilayah kerja kantor ini meliputi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan
Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada tahun 1974 terjadi pemisahan wilayah
kerja dengan terbentuknya Kantor Inspeksi Pajak Mataram yang
membawahi wilayah Nusa Tenggara Barat, sehingga Kantor Inspeksi Pajak
Singaraja bertanggungjawab pada daerah Bali dan Nusa Tenggara Timur
(NTT). Sesuai dengan kondisi itu, maka setahun kemudian dibukalah
Kantor Inspeksi Pajak Denpasar yang resmi terpisah dengan kantor di
Singaraja dan mengambil tempat di Gedung Keuangan Negara I, Jalan Dr.
Kusuma Atmaja, Renon, Denpasar, berbagi tempat dengan Kantor Lelang
Negara dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan adanya reformasi di bidang perpajakan, maka pada tahun
1984 seluruh Kantor Inspeksi Pajak berubah menjadi Kantor Pelayanan
Pajak (KPP). Pada saat itu terdapat 121 KPP di seluruh Indonesia dengan

15 Kantor Wilayah (Kanwil).
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Pada tahun 1996, Kantor Pelayanan Pajak Denpasar menempati
gedung baru di Gedung Keuangan Negara Il di Jalan Kapten Tantular No.
4 Renon, Denpasar, bersama-sama dengan Kantor Wilayah X1V DJP Bali,
NTB, NTT dan Timor Timur serta Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan
Bangunan Denpasar.

Pada tahun 2001, terjadi beberapa pemekaran KPP dan perubahan
Kanwil. Sementara itu, pada tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak Denpasar
yang sebelumnya bertanggung jawab pada daerah Kotamadya Denpasar,
Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung dan Bangli, kemudian
dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Denpasar Barat meliputi
wilayah Tabanan, Badung, dan Kecamatan Denpasar Barat, serta KPP
Denpasar Timur meliputi wilayah Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar
Selatan, Gianyar, Klungkung, dan Bangli.

Pada tanggal 11 Desember 2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama di Lingkungan Kanwil DJP Bali diresmikan. Sejak saat itu, KPP
Denpasar Timur resmi menjadi KPP Pratama Denpasar Timur. Meskipun
demikian, KPP Pratama Denpasar Timur tetap berkedudukan di Gedung
Keuangan Negara Il di Jalan Kapten Tantular No. 4 Renon, Denpasar,
bersama-sama dengan Kantor Wilayah DJP Bali dan KPP Pratama Badung
Selatan.

KPP Pratama Denpasar Timur adalah instansi vertikal
Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah Direktorat Jenderal

Pajak. KPP Pratama Denpasar Timur memiliki misi menghimpun
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penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang
mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan
efisien. Sementara itu, tugas pokok dari KPP Pratama Denpasar Timur
adalah melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan
hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai,
Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan
Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek
dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan.Visi misi kantor pelayanan pajak pratama denpasar
timur:
1. Visi
Menjadi KPP Pratama terbaik yang mampu mengemban tugas dan
fungsi DJP dalam menghimpun penerimaan Negara serta memberikan
layanan publik yang prima
2. Misi
Bekerja dengan hati agar mampu meningkatkan fungsi pelayanan,

edukasi dan layanan prima agar masyarakat semakin sadar pajak.

Wilayah kerja KPP Pratama Denpasar Timur

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur (disingkat KPP
Pratama Denpasar Timur) adalah salah satu Unit Organisasi di jajaran
Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Bali yang berkedudukan di

Denpasar. Wilayah kerja KPP Pratama Denpasar Timur adalah Kecamatan
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Denpasar Timur dan Kecamatan Denpasar Selatan. Kecamatan Denpasar
Timur terdiri atas sebelas desa/kelurahan yaitu Dangin Puri Klod, Sumerta
Klod, Kesiman Petilan, Kesiman Kertalangu, Sumerta Kaja, Sumerta Kauh,
Penatih Dangin Puri, Kesiman, Sumerta, Penatih, dan Dangin Puri,
sedangkan Kecamatan Denpasar Selatan terdiri atas sepuluh desa/kelurahan
yaitu Pemogan, Sanur Kaja, Sanur Kauh, Sidakarya, Panjer, Pedungan,
Renon, Sanur, Serangan, dan Sesetan.

Struktur organisasi dan sumber daya manusia

Struktur organisasi dan sumber daya manusia KPP Pratama
Denpasar Timur, sebagai berikut:

Gambar 5.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Denpasar Timur.

Kepala Kantor

Subbagian Umum dan
— Kepatuhan Internal

(Seksi Seksi ) (Seksi h (Seksi A (Seksi
Pelayanan Penjami- Pemeriksa Ekstensifi Pengawa
nan an, -kasi dan s-an |,
Kualitas Penilaian, Penyuluh I, 11,
Data dan an IV, V,
\ ) kPenaqihn ) VI

1 1
Fungsional Fungsional Fungsional
Pemeriksa Pajak Penilai Paiak Penvuluh Paiak

Sumber: Diolah dari SIKKA KPP Pratama Denpasar Timur (Pasca SMO 24 Mei

2021.
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Pegawai KPP Pratama Denpasar Timur berjumlah 103 orang. Adapun

rincian dari jumlah pegawai di KPP Pratama Denpasar Timur adalah

sebagai berikut:

a.

b.

Kepala Kantor: 1 orang

Kepala Seksi: 10 orang

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal: 13 orang (termasuk orang
Sekretaris dan 1 orang Bendahara)

Seksi Penjaminan Kualitas Data: 7 orang (termasuk 1 orang Operator
Console)

Seksi Pelayanan: 13 orang

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan: 8 orang (termasuk 3
orang Juru Sita Pajak)

Seksi Pengawasan |: 7 orang (dengan 5 orang Account Representative)
Seksi Pengawasan I1: 7 orang (dengan 5 orang Account Representative)
Seksi Pengawasan I11: 6 orang (dengan 4 orang Account Representative)
Seksi Pengawasan 1V: 7 orang (dengan 5 orang Account Representative)
Seksi Pengawasan V: 7 orang (dengan 5 orang Account Representative)

Seksi Pengawasan VI: 7 orang (dengan 4 orang Account Representative)

. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak: 14 orang

Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pajak: 2 orang

Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak: 5 orang
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5.1.4 Tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Denpasar Timur

1. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan
analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas
data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyalian data dan
informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan
dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang
berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan
data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data,
penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan
pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan
penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi
produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

2. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan  mempunyai tugas melakukan analisis,
penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan
perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami
hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan
konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpaj akan, penerimaan
dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan
proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat
lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak,

serta melakukan penatausahaan dan penylmpanan dokumen
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perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan
penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
. Seksi Pengawasan I, II, I11, 1V, V, dan VI

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan |1, Seksi Pengawasan I,
Seksi Pengawasan 1V, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI,
masing-masing mempunyai tugas masingmasmg mempunyai tugas
melakukan analisis, - 17 - penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka
memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan
perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut
intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan
(mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan
potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan,
pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data
perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban
perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak,
pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta
melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk
hukum dan produk pengawasan perpajakan.
. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas
melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga,
pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern,

pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan,



74

penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta
dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas
melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka
pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan,
pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud,
pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan
pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan
pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan

produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

Fungsional Pemeriksa Pajak

Melakukan pemeriksaan pajak yang meliputi Pemeriksaan
Lengkap, Pemeriksaan Sederhana dan Pemeriksaan dalam rangka
Penagihan Pajak.

Fungsional Penilai Pajak

Fungsional Penilai Pajak mempunyai tugas melaksanakan
penilaian dan/atau pemetaan. Penilaian meliputi pembentukan dan
pemutakhiran bank data pasar, Penilaian properti, Penilaian bisnis,
Penilaian aset tak berwujud, reviu dalam proses Penilaian, kaji ulang
laporan Penilaian, penyusunan kajian dalam rangka penetapan Standar
Investasi Tanaman, angka kapitalisasi, rasio biaya produksi, luas areal

penangkapan ikan per kapal, nilai perairan lepas pantai (offshore), nilai
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tubuh bumi eksplorasi, nilai areal tidak produktif hutan, atau nilai acuan
bangunan khusus, penyampaian pendapat berupa keterangan tertulis
dalam rangka penyelesaian keberatan, pemberian keterangan dalam
sidang banding, penyusunan kebijakan/kajian di bidang Penilaian
dan/atau Pemetaan. Pemetaan meliputi pemetaan melalui pengukuran

dan pemetaan melalui pengkonversian peta.

8. Fungsional Penyuluh Pajak

Fungsional Penyuluh Pajak mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan Penyuluhan dan pengembangan Penyuluhan di bidang
perpajakan  yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat wajib
pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak

dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil Analisis dan Pembahasan

Rincian penerimaan kuesioner

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur. Data
dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang telah
dilakukan peneliti dengan responden yang dituju adalah wajib pajak.
Penyebaran kuesioner menggunakan sampel penelitian sebanyak 100 orang
wajib pajak. Adapun data mengenai penyebaran kuesioner dan

pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 5.1, sebagai berikut.



Tabel 5.1

Data Penyebaran Kuisioner dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan Jumlah
Kuesioner yang disebarkan 100
Kuseioner yang tidak kembali 0
Total 100
Presentase 100%

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa jumlah kuesioner yang

disebarkan kepada responden sebanyak 100, dimana setiap pengisian 1

kuesioner hanya berlaku untuk 1 orang responden saja.

5.2.2 Karakteristik responden

Berdasakan data yang terkumpul

wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur diperoleh informasi

mengenai karakteristik responden yang menyangkut jenis kelamin, usia dan

lama bekerja.

dari responden sebanyak 100 orang

1) Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Berdasarkan | hasil penelitian,; diperoleh ~gambaran jenis kelamin

responden pada tabel 5.2 sebagai berikut.

Tabel 5.2

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan | Jumlah | Presentase
Laki-laki 31 31%
Perempuan 69 69%
Total 100 100%

Sumber: lampiran 3
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Berdasarkan tabel 5.2, dapat dilihat bahwa responden yang berjenis
kelamin laki-laki sebanyak 31 orang atau 31%, sedangkan responden
yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 69 orang atau 69%.
Karakteristik responden berdasarkan usia

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran usia responden pada

tabel 5.3 sebagai berikut.

Tabel 5.3

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Keterangan | Jumlah | Presentase
< 30 Tahun 3 3%

30 — 40 Tahun 87 87%

> 40 Tahun 10 10%
Total 100 100%

Sumber: lampiran 3
Berdasarkan tabel 5.3, dapat dilihat bahwa responden yang berusia
dibawah 30 Tahun sebanyak 3 orang atau 3%, responden yang berusia
30-40 Tahun sebanyak 87 orang atau 87% dan responden yang berusia
lebih dai 40 Tahun sebanyak 10 orang atau 10%.
Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran pendidikan terakhir

responden pada tabel 5.4 sebagai berikut.
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Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

4)

Keterangan Jumlah | Presentase
SMA/SMK 27 27%
Diploma 27 27%
Sarjana 42 42%
Pascasarjana (S2) 2 2%
Lainnya 2 2%
Total 100 100%

Berdasarkan

Sumber: lampiran 3

tabel

2 orang atau 2%.

Tabel 5.5

5.4, dapat dilihat bahwa

Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja

responden pada tabel 5.5 sebagai berikut.

responden yang

berpendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 27 orang atau 27%,
Diploma sebanyak 27 orang atau 27%, Sarjana sebanyak 42 orang atau

42%, Pascasarjana (S2) sebanyak 2 orang atau 2% dan lainnya sebanyak

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran pendidikan terakhir

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Keterangan | Jumlah | Presentase
> 1 Tahun 85 85%
<1 Tahun 15 15%
Total 100 100%

Sumber: lampiran 3

Berdasarkan tabel 5.5, dapat dilihat bahwa responden yang bekerja lebih
dari 1 tahun sebanyak 85 orang atau 85%, sedangka responden yang

bekerja kurang dari 1 tahun sebanyak 15 orang atau sebanyak 15%.
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Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya
suatu kuesioner. Sebuah kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada
kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh
kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji validitas merupakan prosedur
pengujian yang digunakan untuk melihat apakah alat ukur yang berupa
kuesioner yang dipakai dapat mengukur dengan cermat atau tidak,
dengan kata lain sejaun mana ketepataan dan kecermataan suatu alat
ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Pengujian validitas dilakukan
dengan menghitung korelasi antar skor masing-masing butir pernyataan
dengan total skor sehingga dapat dinilai person correlation. Apabila
koefisien korelasi positif dan lebih dari 0,30 dengan menunjukkan nilai
signifikansi yang kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa

masing-masing butir pernyataan adalah valid.

Tabel 5.6
Hasil Uji Validitas

Variabel Indikator | r-hitung r-tabel | Keterangan
Penelitian
Y Kepatuhan | KWPOP1 | 0,818 0,300 Valid
Wajib Pajak -
(KWPOP) KWPOP2 | 0,836 0,300 Valid
KWPOP3 | 0,795 0,300 Valid
KWPOP4 | 0,773 0,300 Valid
KWPOP5 | 0,815 0,300 Valid
KWPOP6 | 0,814 0,300 Valid
KWPOP7 | 0,564 0,300 Valid
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Variabel Indikator | r-hitung r-tabel | Keterangan
Penelitian

X1 Penerapan | PSE1 0,660 0,300 Valid

Sistem E- PSE2 0,699 0,300 Valid

billing (PSE) | PSE3 0,716 0,300 Valid

PSE4 0,645 0,300 Valid

PSE5 0,721 0,300 Valid

PSE6 0,678 0,300 Valid

PSE7 0,709 0,300 Valid

PSE8 0,593 0,300 Valid

PSE9 0,783 0,300 Valid

X2 | Pengetahuan | PP1 0,765 0,300 Valid

Perpajakan | PP2 0,734 0,300 Valid

(PP) PP3 0,717 0,300 Valid

PP4 0,747 0,300 Valid

PP5 0,719 0,300 Valid

Motivasi MBP1 0,767 0,300 Valid

Membayar MBP2 0,758 0,300 Valid

X3 | Pajak (MBP) [ MBP3 0,696 0,300 Valid

MBP4 0711 0,300 Valid

MBP5 0,746 0,300 Valid

MBP6 0,817 0,300 Valid

MBP7 0,656 0,300 Valid

MBP8 0,712 0,300 Valid

MBP9 0,714 0,300 Valid

MBP10 | 0,730 0,300 Valid

MBP11 | 0,595 0,300 Valid

MBP12 = | 0,746 0,300 Valid

MBP13 | 0,658 0,300 Valid

MBP14 | 0,636 0,300 Valid

MBP15 | 0,800 0,300 Valid

MBP16 | 0,674 0,300 Valid

MBP17 | 0,431 0,300 Valid

MBP18 | 0,444 0,300 Valid

MBP19 | 0,788 0,300 Valid

MBP20 | 0,635 0,300 Valid

MBP21 | 0,548 0,300 Valid
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Variabel Indikator r- r- Keterangan
Penelitian hitung | tabel
X4 Kesadaran | KWP1 0,719 | 0,300 Valid
Wiajib KWP2 0,628 | 0,300 Valid
Pajak KWP3 0,749 | 0,300 Valid
(KWP) KWP4 0,670 | 0,300 Valid
KWP5 0,748 | 0,300 Valid
KWP6 0,737 {0,300 Valid
KWP7 0,804 | 0,300 Valid
KWP8 0,805 | 0,300 Valid
KWP9 0,702 | 0,300 Valid
X5 Sanksi SP1 0,759 |0,300 Valid
Perpajakan | SP2 0,824 | 0,300 Valid
(SP) SP3 0,792 | 0,300 Valid
SP4 0,798 | 0,300 Valid
SP5 0,728 | 0,300 Valid

Sumber: lampiran 4

2)

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa setiap butir pertanyaan dari
masing-masing variabel kepatuhan wajib pajak, variabel penerapan
sistem e-billing, variabel pengetahuan perpajakan, variabel motivasi
membayar pajak, variabel kesadaran wajib pajak dan variabel sanksi
perpajakan pada kuesioner memiliki nilai (r) yang lebih besar dari 0,30
sehingga pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan dinyatakan
valid, hal ini berarti setiap butir pertanyaan pada kuesioner mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut
sehingga dapat dilanjutkan ke analisa berikutnya.

UJi Realibilitas

Uji reliabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur
suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk
(Ghozali, 2018:45). Suatu kuisioner dikatakan reliabel atau handal jika

jawaban responden terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari
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waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, untuk mengukur reliabel atau
tidaknya suatu variabel dengan cara melihat Cronbach Alpa. Apabila
nilai Cornbach Alpa > 0,70 maka pernyataan — pernyataan yang
digunakan untuk mengukur variabel — variabel yang diamati reliabel.
Sebaliknya, apabila nilai Cornbach Alpa < 0,70 maka pernyataan —
pernyataan yang digunakan untuk mengukur variabel — variabel yang
diamati tidak reliable. Untuk melakukan pengujian realibilitas
kuisioner dilakukan dengan menggunakan software statistical package

for social science (SPSS).

Tabel 5.7
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Penelitian | Cronbach | Syarat Cronbach Keterangan
Alpha Alpha

Y | Kepatuhan Wajib 0,889 0,700 Reliabel
Pajak (KWPOP)

X1 | Penerapan Sistem 0,861 0,700 Reliabel
E-billing (PSE)

X2 | Pengetahuan 0,787 0,700 Reliabel
Perpajakan (PP)

X3 | Motivasi 0,938 0,700 Reliabel
Membayar Pajak
(MBP)

X4 | Kesadaran Wajib 0,888 0,700 Reliabel
Pajak (KWP)

X5 | Sanksi Perpajakan 0,838 0,700 Reliabel
(SP)

Sumber: lampiran 5

Uji reliabilitas pada Tabel 5.7 menyajikan nilai Cornbach Alpa
masing-masing variabel pada kuesioner. Variabel kepatuhan wajib
pajak, variabel penerapan sistem e-billing, variabel pengetahuan

perpajakan, variabel motivasi membayar pajak, variabel kesadaran
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wajib pajak dan variabel sanksi perpajakan memiliki nilai Cornbach
Alpa yang lebih besar dari 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa
kuesioner yang digunakan sudah reliabel, hal ini berarti setiap jawaban
responden terhadap suatu pertanyaan konsisten atau stabil dari waktu
ke waktu. Kuesioner dapat digunakan sebagai alat ukur dan analisa

lebih lanjut, karena kuesioner sudah dinyatakan valid dan reliabel.

5.2.4 Hasil analisis statistik deskriptif

Metode statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data
yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat

kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono,

2019:206).
Tabel 5.8
Hasil Analisis Statistik Deskriptif

[+ Winimrm Maximurm Mean Std. Deviation
PSE 100 24 .00 4500 39.7700 376280
EE 100 14.00 25.00 21.4700 222681
MEP 100 58.00 105.00 91.89700 3.76108
WP 100 21.00 45.00 39.2500 4.00055
sSP 100 9.00 25.00 21.6800 2.40740
FWPFPOP 100 16.00 35.00 30,5100 3.26442
Walid M (listwise) 100

Sumber: lampiran 6
Berdasarkan tabel 5.8, diketahui bahwa jumlah responden (N) dalam
penelitian ini adalah 100 orang. Hasil analisis statistic deskriptif dapat

dijelaskan sebagai berikut:



a)

b)

d)
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Variabel Penerapan Sistem E-billing (PSE)

Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 24,00 dan nilai
maksimumnya sebesar 45,00 dengan nilai rata-rata sebesar 39,77 serta
standar deviasi sebesar 3,76. Hal ini berarti bahwa hasil analisis statistik
deskriptif terjadi perbedaan nilai penerapan sistem e-billing yang diteliti
dengan nilai rata-rata sebesar 3,76.

Variabel Pengetahuan Perpajakan (PP)

Variabel memiliki nilai minimum sebesar 14,00 dan nilai maksimumnya
sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 21,47 serta standar
deviasinya sebesar 2,22. Hal ini berarti bahwa hasil analisis statistik
deskriptif terjadi perbedaan nilai pengetahuan perpajakan yang diteliti
dengan nilai rata-rata sebesar 2,22.

Variabel Motivasi Membayar Pajak (MBP)

Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 58,00 dan nilai
maksimumnya sebesar 105,00 dengan nilai rata-rata sebesar 91,97 serta
standar deviasinya sebesar 8,76. Hal ini berarti bahwa hasil analisis
statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai motivasi membayar pajak
yang diteliti dengan nilai rata-rata sebesar 8,76.

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP)

Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 21,00 dan nilai
maksimumnya sebesar 45,00 dengan nilai rata-rata sebesar 39,25 serta
standar deviasinya sebesar 4,00. Hal ini berarti bahwa hasil analisis
statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai kesadaran wajib pajak yang

diteliti dengan nilai rata-rata sebesar 4,00.
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e) Variabel Sanksi Perpajakan (SP)
Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 09,00 dan nilai
maksimumnya sebesar 25,00 dengan nilai rata-rata sebesar 21,68 serta
standar deviasinya sebesar 2,40. Hal ini berarti bahwa hasil analisis
statistik deskriptif terjadi perbedaan nilai sanksi perpajakan yang diteliti
dengan nilai rata-rata sebesar 2,40.

f) Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWPOP)
Variabel ini memiliki nilai minimum sebesar 16,00 dan nilai maksimum
sebesar 35,00 dengan nilai rata-rata sebesar 30,51 serta standar
deviasinya sebesar 3,26. Hal ini berarti bahwa hasil analisis statistik
deskriptif terjadi perbedaan nilai kepatuhan wajib pajak yang diteliti

dengan nilai rata-rata sebesar 3,26.

5.2.5 Hasil analisis regresi linear berganda

Teknik —analisis regresi linear berganda digunakan untuk
menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas terhadap variabel
terikat, serta seberapa besar pengaruh variabel-variael bebas terhadap
variabel terikat (Ghozali, 2018:95). Analisis ini juga dapat menduga besaran
dan arah dari pengaruh tersebut serta mengukur derajat keeratan pengaruh

antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen.
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Tabel 5.9

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Standardized
Unstandardized Coefiicients Coefiicients Collinearity Statistics
Madel B Std. Error Beta t Sig. Tolerance WIF
1 (Constant) 2.416 076 31.861 .0og
PSE 001 003 035 378 F08 382 2621
PP -.006 005 -117 -1.280 204 383 2608
MBP 003 002 242 1.980 050 213 4.690
KWP 010 003 345 3076 003 254 3a4
SP 018 005 378 3703 000 306 3272

Sumber: lampiran 7

Model regresi linear berganda ditunjukkan oleh persamaan berikut:

KWPOP = 2,416 + 0,001 PSE — 0,006 PP + 0,003 MBP + 0,010 KWP + 0,018

Dari persamaan diatas, dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta () sebesar 2,416 memiliki arti apabila penerapan
sistem e-billing, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak,
kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan sama dengan O maka
kepatuhan wajib pajak bernilai sebesar 2,416.

2. Koefisien regresi penerapan sistem e-billing (PSE) sebesar 0,001
dengan signifikansi sebesar 0,706 dimana nilai tersebut lebih besar dari
0,05 maka penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak.

3. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (PP) sebesar -0,006 dengan
signifikansi sebesar 0,204 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05
maka pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan

wajib pajak.
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4. Koefisien regresi motivasi membayar pajak (MBP) sebesar 0,003
dengan signifikan sebesar 0,050 < 0,05 maka motivasi membayar pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, jika
motivasi membayar pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak akan
meningkat sebesar 0,003 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya
adalah konstan.

5. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (KWP) sebesar 0,010 dengan
signifikan sebesar 0,003 < 0,05 maka kesadaran wajib pajak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, jika
kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan
meningkat sebesar 0,010 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya
adalah konstan.

6. Koefisien regresi sanksi perpajakan (SP) sebesar 0,018 dengan
signifikan sebesar 0,000 < 0,05 maka sanksi perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti, jika sanksi perpajakan
diberikan secara tegas maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat
sebesar 0,018 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya adalah

konstan.

5.2.6 Hasil uji asumsi klasik

1. Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2018:161), uji normalitas bertujuan untuk
menguji apakah dalam satu model regresi linier ada korelasi antara
kesalahan pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji

normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai probabilitas
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signifikan lebih besar dari 0,05 maka residu berdistribusi secara normal.
Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05

maka residu tidak berdistribusi normal.

Tabel 5.10

Hasil Uji Normalitas

I+ 100
Mormal Parameters?:P Mean .00oooao
Std. Deviation 01351467
Most Extrerme Differences Absolute .0gs5
FPositive 085
regative -.0549
Test Statistic 085
Asymp. Sig. (2-tailed) 062"

Sumber: lampiran 8

Berdasarkan tabel 5.10 dapat diketahui nilai Asymp. Sig. (2-
tailed) sebesar 0,062 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data tersebut
berdistribusi normal yang berarti data memiliki sebaran pola yang
normal atau tearah.
Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau
independen (Ghozali, 2018:107). Model regresi yang baik seharusnya
tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinieritas
dapat diketahui dengan cara menganalisis korelasi variabel-variabel
independen, yang dapat dilihat dari tolerance dan variance inflation
factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas
manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Nilai cutoff yang

umum digunakan adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF
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diatas 10. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji multikolinieritas

adalah sebagai berikut:

1) Nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10 maka
dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel
dalam model regresi.

2) Nilai tolerance kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih dari 10 maka

terjadi multikolinieritas.

Tabel 5.11

Hasil Uji Multikolinieritas

Standardized
Unstandardized Coefiicients | Coefficients Collinearity Statistics
Modsl B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 248 076 3861 .000
PSE .o 003 035 378 706 382 2621
PP -.006 005 =117 -1.280 204 383 2,608
MBP 003 0oz 242 1480 0A0 213 4 690
kWP 010 003 345 3076 .003 254 194
5P 018 005 378 3703 .000 306 1272

Sumber: lampiran 8
Berdasarkan ‘tabel 5.11 menunjukkan bahwa semua variabel
bebas mempunyai nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga
dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas dalam penelitian ini
tidak terjadi multikolinearitas yang berarti tidak adanya kolerasi
(hubungan kuat) antar variabel bebas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu

pengamatan ke pengamatan yang lain (nilai erorrnya) (Ghozali,
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2018:142). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
lain tetap, berarti tidak ada gejala heterokedastisitas dan jika variance
dari residual satu pengamatan lain berbeda, berarti ada gejala
heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang
homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian
heterokedastisitas penelitian ini menggunakan uji Glejser. Model
regresi tidak mengandung heterokedastisitas, apabila nilai signifikan
variabel independen (variabel bebas) lebih dari 0,05 dan jika nilai
signifikansi dari variabel independen kurang dari 0,05 maka terjadi

heteroskedastisitas.

Tabel 5.12

Hasil Uji Heterokedastisitas

Standardized
LInstandardized Coefficients Coefficients
Maodel B Std. Errar Beta t Sig.
1 (Constant) Bk 054 2.097 038
RSE 000 002 010 0459 453
PP 02 003 14 708 A
MEP oM 001 16 A35 94
KIWP -.003 .00z -.260 -1.305 195
5P -.003 .004 -1464 -.848 398

Sumber: lampiran 8

Berdasarkan Tabel 5.12 menunjukkan bahwa semua variabel bebas
mempunyai nilai profitabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05, hal ini
membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas yang berarti dalam
model regresi variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain

tetap.
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5.2.7 Uji model fit (uji f)

Uji F adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah variabel
independen yang digunakan dalam model mempunyai pengaruh secara
bersama — sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:97). Kriteria
pengujian yang digunakan dalam uji f adalah jika signifikansi > 0,5, maka
semua variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap
variabel dependen. Sebaliknya, jika signifikansi < 0,5, maka semua variabel

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 5.13
Hasil Uji F
Sum of
Madel Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 434 4] 187 43.840 oog®
Residual A01 84 004
Total 1.335 89

Sumber: lampiran 9

Berdasarkan tabel 5.13 uji statistik F menunjukkan apakah semua
variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara
bersama-sama terhadap kepatuha wajib pajak. Uji ini dapat dilihat pada nilai
F test sebesar 43,840 dan signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, hal ini berarti
semua variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel
dependen, sehingga model yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan
layak untuk uji t yang menguji variabel independen secara parsial terhadap

variabel dependen.
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5.2.8 Uji koefisien Determinsi (adjusted R?)

Koefisien determin (R?) pada intinya mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Menurut
Ghozali (2018:97), menyatakan bahwa nilai yang mendekati satu berarti
variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Nilai R? berkisar
antara 0-1 dan jika nilainya mendekati 1 maka semakin baik selanjutnya
kelemahan pada uji R? adalah bias terhadap jumlah independen yang
dimasukkan kedalam model. Setiap tambahan satu variabel, maka nilai R?
akan meningkat tanpa mempertimbangkan apakah variabel independen
tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen sehingga

disarankan untuk menggunakan nilai Adjusted R? pada saat mengevaluasi.

Tabel 5.14

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R?)

Adjusted B Std. Error of
Model R R Sguare Square the Estimate
1 .aar® Faa 634 Q6529

Sumber: lampiran 9

Berdasarkan Tabel 5.14 menunjukkan nilai Adjusted R Square
sebesar 0,684 yang artinya variabilitas variabel dependen yang dapat
dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 68,4% sedangkan
sisanya sebesar 31,6% dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model

penelitian.
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529 Ujit

Menurut Ghozali (2018:98) uji t digunakan untuk menguji seberapa
jauh pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikansi level
0,05 (0=5%). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan
Kriteria:

1) Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi
tidak signifikan). Ini berarti variabel independen tidak mempunyai
pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2) Jika nilai signifikan <0,05 dan nilai statistik t nya positif, maka hipotesis
diterima, ini berarti variabel independen berpengaruh positif terhadap
variabel dependen. Jika nilai signifikan < 0,05 dan nilai statistik t
negatif, maka hipotesis ditolak, ini berarti variabel independen

berpengaruh secara negatif terhadap variabel dependen.

Tabel 5.15
Hasil Analisis Uji t

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Erraor Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 2416 076 31 861 .0oo
PSE o1 003 034 a7 706 a2 2621
PP -.006 005 -117 -1.280 204 383 2609
MEP 003 002 242 1.980 050 213 4.690
KWP 010 003 345 3076 003 254 394
SP 018 005 378 3703 .000 306 3

Sumber: lampiran 9
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1. Pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel penerapan
sistem e-billing memiliki nilai statistik t sebesar 0,378 dan tingkat
signifikan sebesar 0,706 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa
penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak, maka H; ditolak.
2. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel pengetahuan
perpajakan memiliki nilai statistik t sebesar -1,280 dan tingkat signifikan
sebesar 0,204 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pengetahuan
perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H,
ditolak.
3. Pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel motivasi
membayar pajak memiliki nilai statistik t sebesar 1,980 dan tingkat
signifikansi  sebesar 0,050 < 10,05. Hasil ini menunjukkan bahwa
motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak, maka H; diterima.
4. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib
pajak memiliki nilai statistik t sebesar 3,076 dan tingkat signifikansi
sebesar 0,003 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H,

diterima.
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5. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa variabel sanksi
perpajakan memiliki nilai statistik t sebesar 3,703 dan tingkat
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka

Hj; diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

5.3.1 Pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem
e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ini
dibuktikan dengan nilai statistik t yang dimiliki variabel penerapan sistem
e-billing sebesar 0,378 dan tingkat signifikan sebesar 0,706 > 0,05. Hasil ini
menunjukkan bahwa penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak, maka H; ditolak.

Hal ini berarti sistem pembayaran pajak secara online tidak dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Berkaitan dengan teori kepatuhan (compliance theory),
dimana teori ini menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu
lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1963) dan teori kepatuhan merupakan
teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat dan patuh

kepada perintah atau aturan yang ada (Sari, dkk., 2019), dalam hal ini
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semakin dipermudahnya sistem pembayaran pajak, tidak meningkatkan
kepatuhan wajib pajak, hal ini tidak sesuai dengan teori kepatuhan.

Pembayaran pajak secara online yang mengefiseinsi waktu, biaya
dan dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika membayar pajak
tidak mempengaruhi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban
perpajakan apabila penerapan sistem e-billing tersebut tidak diimbangi
dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai bagaimana tata
cara menggunakan sistem e-billing tersebut, oleh karena itu aparat pajak
diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi mengenai penerapan sistem e-
billing sehingga wajib pajak memiliki pengetahuan dan pemahaman
mengenai tata cara penggunaan sistem e-billing yang dapat mempermudah
wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramesti, dkk
(2018) yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-billing tidak

mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pengetahuan
perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ini
dibuktikan dengan nilai statistik t yang dimiliki variabel pengetahuan
perpajakan sebesar -1,280 dan tingkat signifikan sebesar 0,204 > 0,05. Hasil
ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak, maka H, ditolak.
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Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki
oleh wajib pajak tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berkaitan
dengan teori kepatuhan (compliance theory), dimana teori ini menyatakan
bahwa individu cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas
(Milgram, 1963) dan teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan
suatu keadaan dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan
yang ada (Sari, dkk., 2019), dalam hal ini menunjukkan semakin tinggi
pengetahuan perpajakan tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, hal ini tidak

sesuai dengan teori kepatuhan.

Pengetahuan perpajakan mewajibkan wajib pajak untuk lebih
mendalami peraturan perundang — undangan perpajakan yang berlaku agar
wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.
Pengetahuan perpajakan mengharuskan wajib pajak untuk aktif dalam
menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya. Keaktifan
wajib pajak dapat membuat wajib pajak merasa turut andil membantu
negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara
melalui membayar pajak. Wajib pajak merasa transparan mengenai jumlah
pajak yang harus dibayarkan dengan mereka menghitung pajaknya sendiri,
namun semakin besar pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib
pajak tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak apabila
pengetahuan tersebut tidak diimbangi dengan motivasi intrinsik maupun
ekstrinsik yang dapat mendorong wajib pajak secara sukarela untuk

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini sesuai dengan penelitian
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yang dilakukan olen Ermawati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan

perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh motivasi membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel motivasi membayar
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ini
dibuktikan dengan nilai statistik t yang dimiliki variabel motivasi membayar
pajak sebesar 1,980 dan tingkat signifikansi sebesar 0,050 < 0,05. Hasil ini
menunjukkan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak, maka Hs diterima.

Hal ini berarti, semakin besar motivasi membayar pajak yang
dimiliki oleh wajib pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP
Pratama Dentim akan meningkat. Berkaitan dengan teori kepatuhan
(compliance theory), dimana teori ini menyatakan bahwa individu
cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1963)
dan teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan
dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang ada (Sari,
dkk., 2019), dalam hal ini semakin besarnya motivasi wajib pajak untuk
membayar pajak secara sukarela maka kepatuhan wajib pajak akan
mengalami peningkatan, hal ini sesuai dengan teori kepatuhan. Menurut
Ningrum, dkk (2021) motivasi adalah kekuatan potensial yang ada dalam
diri individu yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar
sehingga mempengaruhi hasil kinerjanya, baik secara positif atau negatif,

tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi oleh orang tersebut.
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Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting yang harus dimiliki
individu agar mereka tergerak untuk melaksanakan suatu aktivitas, dalam
hal ini adalah motivasi untuk membayar pajak, sehingga nantinya tujuan
perpajakan dapat tercapai. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang
dilakukan oleh Ashifa (2016), Arismayani, dkk (2017), Suarjana, dkk
(2020).

Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ini
dibuktikan dengan nilai statistik t yang dimiliki variabel kesadaran wajib
pajak sebesar 3,076 dan tingkat signifikansi sebesar 0,003 < 0,05. Hasil ini
menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak, maka H, diterima.

Hal ini berarti ketika semakin besar kesadaran yang dimiliki wajib
pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib
pajak pun meningkat. Berkaitan 'dengan teori kepatuhan (compliance
theory), dimana teori ini menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada
individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1963) dan teori kepatuhan
merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan dimana seseorang taat dan
patuh kepada perintah atau aturan yang ada (Sari, dkk., 2019), dalam hal ini
semakin besar kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak untuk membayar
kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak pun meningkat, hal

ini sesuai dengan teori kepatuhan.
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Wajib pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dapat
ditunjukkan dengan wajib pajak yang mengetahui manfaat pajak sehingga
dengan pengetahuan dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka wajib
pajak tersebut membayar dan melaporkan pajaknya sebagai bentuk
partisipasi dalam menunjang pembagunan negara dan dengan adanya rasa
tanggung jawab wajib pajak sebagai warga negara maka wajib pajak secara
sadar akan menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku. Kesimpulannya, semakin tinggi tingkat
kesadaran wajib pajak maka pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin
meningkat, apabila pelaksanaan kewajiban perpajakan meningkat maka
dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Triogi, dkk, 2021). Hal ini
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Warliana dan Arifin (2016),
Priambodo (2017), Siregar (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib
pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis = kelima: menunjukkan - bahwa sanksi perpajakan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana ini dibuktikan
dengan nilai statistik t yang dimiliki variabel sanksi perpajakan sebesar
3,703 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hasil ini menunjukkan
bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak, maka Hg diterima.

Hal ini berarti, semakin tegas sanksi perpajakan yang diberikan
maka wajib pajak akan patuh. Berkaitan dengan teori kepatuhan

(compliance theory), dimana teori ini menyatakan bahwa individu
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cenderung patuh pada individu lain dalam posisi otoritas (Milgram, 1963)
dan teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan
dimana seseorang taat dan patuh kepada perintah atau aturan yang ada (Sar,
dkk., 2019), dalam hal ini sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dikarenakan wajib pajak takut
akan dikenakan sanksi tersebut. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan.
Sanksi perpajakan berfungsi sebagai alat untuk menggiring
ketaatan dan juga kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya. Wajib pajak akan cenderung termotivasi untuk menjalankan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila
denda atau sanksi yang ada diberlakukan secara tegas dan juga
memberatkan bagi wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan
kewajibannya. Hal ini sesual dengan penelitian yang dilakukan oleh
Sucandra dan Supadmi (2016), Priambodo (2017), Rahayu (2017) yang
menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap

kepatuhan wajib pajak.
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BAB VI
PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan
sistem e-billing, pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak,
kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribad di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar
Timur. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib
pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Dentim. Teknik analisis
data yang digunakan adalah teknik analisis regresi linear berganda.
Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan hasil penelitian ini
sebagai berikut:

1. Penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

2. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

3. Motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

4. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib
pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.

5. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Timur.
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Keterbatasan dan Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan yang nantinya dapat
disempurnakan oleh peneliti selanjutnya. Keterbatasan dan saran yang dapat
penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu
meningkatkan sosialisasi untuk memberikan pengetahuan dan
pemahaman kepada wajib pajak tentang peraturan perpajakan,
bagaimana penggunaan sistem e-billing, dan sanksi yang akan didapat
apabila telambat dan tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2. Penelitian ini hanya menguji variabel penerapan sistem e-billing,
pengetahuan perpajakan, motivasi membayar pajak, kesadaran wajib
pajak dan sanksi perpajakan. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan
faktor lain yang lebih banyak dan relevan yang dapat mempengaruhi
kepatuhan wajib pajak seperti sosialisasi perpajakan, tingkat
kepercayaan pada pemerintah dan hukum serta self assessment dan

tingkat pendapatan.
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Lampiran 1 Kuesioner

A. Data Responden
Nama Responden
Jenis Kelamin

Umur

Pendidikan Terakhir

Lama Bekerja

B. Daftar Pertanyaan
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LAMPIRAN

: [ Laki-laki /L] Perempuan

Tahun

: (berikan tanda (V) pada kotak yang tersedia)

] SMA / SMK

] Diploma

g Sarjana

] Pascasarjana (S2)
S Lainnya

: (berikan tanda (/) pada kotak yang tersedia)

IRl iehun
= >1 tahun

Pentujuk Pengisian Kuesioner

1. Kuesioner ini saya buat dalam rangka penelitian sebagai tugas akhir dari

Program Studi Akuntansi.

. Dengan ini mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sudara/i untuk membaca dengan
cermat butir-butir pernyataan yang terdapat pada lembaran berikut ini.
Kemudian pilihlah salah satu jawaban yang sesuai atau mendekati dengan apa
yang Bapak/Ibu/Sudara/i pernah ketahui dan yakini dengan memberi tanda (V)
pada salah satu jawaban.

. Setelah Bapak/Ibu/Saudara/i selesai mengisi semua pertanyaan dalam
kuesioner. Mohon agar kuesioner dikumpulkan untuk diambil oleh peneliti.

. Atas perhatian dan waktu yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan saya ucapkan

terima kasih.



Keterangan Jawaban:

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju

3. KS : Kurang Setuju

4. S . Setuju

5 SS : Sangat Setuju

1. Penerapan Sistem E-billing (PSE)

113

No Pernyataan STS| TS | KS | S | SS
OEROEROREOREC)
1. | Saya sebagai wajib pajak mengetahui peraturan
Direktur Jenderal Pajak mengenai e-billing
2. | Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan
sosialisasi secara meluas mengenai penerapan
e-billing kepada wajib pajak
3. | Saya sebagai wajib pajak telah memahami manfaat,

tujuan, dan prosedur penerapan e-billing tersebut
bagi kami

4. | Dengan adanya e-billing akan sangat membantu
Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak

5. | Dengan menggunakan e-billing proses pembayaran
untuk pajak terhutang akan lebih jelas dan terperinci

6. | Dengan adanya e-billing maka wajib pajak dapat
menghemat waktu dalam melakukan proses
pembayaran pajak

7. | E-billing akan mengurangi waktu yang saya
habiskan untuk kegiatan yang tidak produktif
(ex: mengantri di-Bank)

8. | Dengan e-billing proses pembayaran pajak dapat
dilakukan dimana saja dan kapan saja.

9. | E-billing membuat waktu saya tidak terbuang

percuma karena dapat membayar pajak melalui
Bank, Kantor Pos, maupun ATM.

Sumber: Fadilah (2018)




2. Pengetahuan Perpajakan (PP)

114

No Pernyataan STS| TS | KS | S | SS
OENGENORRORE®)
1. | Saya telah mengetahui ketentuan terkait kewajiban
perpajakan yang berlaku.
2. | Saya telah mengetahui seluruh peraturan mengenai
batas waktu pelaporan SPT.
3. | NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan
tiap wajib pajak harus memilikinya.
4. | Saya memahami sistem perpajakan yang digunakan
saat ini di Indonesia.
5. | Saya paham mengenai sistem perpajakan yaitu
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sendiri
3. Motivasi Membayar Pajak (MBP).
No Pernyataan STS| TS | KS | S | SS
OEEGYEROREOREO)
1. | Saya telah melaksanakan prosedur perpajakan sesuai
dengan peraturan perpajakan yang berlaku
2. | Saya telah mengisi SPT sesuai dengan kenyataan
yang ada
3. | Saya tidak melakukan manipulasi penghasilan agar
beban pajak yang harus saya tanggung tidak terlalu
besar
4. | Saya bersedia memberikan data yang diperlukan
dalam proses pemeriksaan pajak
5. | Saya berusaha untuk memahami semua ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
6. | Saya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan
sukarela dan timbul dari kesadaran sendiri
7. | Saya dengan senang hati untuk membayar pajak dan
melaporkan SPT Masa dan Tahunan karena hal
tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara
8. | Dengan membayar pajak berarti saya telah ikut
mewujudkan sistem gotong royong nasional
9. | Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang
telah dihitung adalah hal yang sangat merugikan
negara dan menghambat pembangunan
10. | Dengan membayar pajak, maka saya telah ikut
membantu dalam usaha mengurangi tingkat
kemiskinan
11. | Pajak yang saya bayarkan berfungsi untuk

pemerataan dan keadilan bagi masyarakat
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No Pernyataan STS| TS | KS| S | SS
OEEGYEROREOREO)
12. | Akan ada banyak manfaat yang bisa saya rasakan
jika saya memenuhi kewajiban perpajakan
13. | Pembayaran Pajak Penghasilan sebaiknya dilakukan
sebelum jatuh tempo, karena jika sudah lewat akan
terkena denda 2%
14. | Rakyat akan taat pajak jika keuangan negara
dikelola dengan tertib, efisien, transparan, dan
bertanggungjawab
15. | Pemberian informasi tentang pentingnya pajak
sangat diperlukan karena banyak diantara
masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut
16. | Sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak perlu
dilakukan oleh aparat pajak guna meningkatkan
pemahaman wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban pajaknya
17. | Pemberian penghargaan atau hadiah oleh kantor
pajak kepada wajib pajak terbaik diperlukan untuk
merangsang wajib pajak dalam membayar pajak
18. | Saya memenuhi kewajiban perpajakan karena
dorongan keluarga
19. | Saya taat pajak karena ingin memberikan contoh
yang baik kepada anak-anak saya
20. | Saya merasa perlu membayar pajak karena teman-
teman dan kerabat saya melakukan hal yang sama
(taat pajak)
21. | Saya akan merasa malu dengan lingungkan kerja
saya jika saya tidak membayar pajak
Sumber: Putri (2016
4. Kesadaran Wajib Pajak (KWP)
No Pernyataan STS| TS | KS| S | SS
W @6 |® 6
1. | Pembayaran pajak merupakan bentuk partisipasi
saya dalam menunjang pembangunan.
2. | Jika saya menunda pembayaran pajak atau bahkan

tidak membayarkan pajak terutang saya maka akan
sangat merugikan negara.

3. | Pajak merupakan bentuk pengabdian saya kepada
negara, dan menyadari pajak tidak memberikan
timbal balik secara langsung.

4. | Pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan

sifatnya dapat dipaksakan.
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No Pernyataan STS| TS | KS| S | SS
OEEGYEROREOREO)
5. | Jika saya membayar pajak dengan nominal yang
tidak sesuai dengan yang seharusnya saya bayar
akan merugikan negara.
6. | Saya menghitung, membayar, dan melaporkan pajak
secara sukarela.
7. | Saya menyadari bahwa pajak yang saya bayarkan
berfungsi untuk pembiayaan negara.
8. | Peningkatan pendidikan staf dibidang SIA perlu
terus dilakukan agar sistem informasi yang dapat
menyajikan informasi yang tepat waktu dan akurat.
9. | Pentingnya pendidikan bidang SIA merupakan hal
yang penting dalam menunjang efektivitas sistem
informasi akuntansi.
Sumber: Dewi (2019)
5. Sanksi Perpajakan (SP)
No Pernyataan STS| TS | KS | S | SS
OEEGYEROREOREO)
1. | Jika saya tidak memenuhi kewajiban perpajakan
maka saya akan menerima sanksi.
2. | Wajib Pajak wajib mengetahui sanksi perpajakan.
3. | Saya akan selalu menghindari perilaku yang akan
mengakibatkan saya menerima sanksi perpajakan.
4. | Dengan adanya sanksi saya lebih giat membayar
kewajiban perpajakan.
5. | Sanksi pajak diperlukan untuk menghindari kerugian
negara karena tidak tertibnya Wajib Pajak.
Sumber: Sukmayanti (2018)
6. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (KWPOP)
No | Pernyataan STS| TS | KS| S | SS
OENGENOREORE®)
1. | Dalam pengisian SPT (Surat Pemberitahuan) saya

mengisi pendapatan sesuai kenyataan

2. | Dalam pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) saya
melaporkan tepat waktu.
3. | Saya menghitung pajak sesuai dengan jumlah yang

sebenarnya.
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pajak bila diperiksa oleh petugas pajak.

No Pernyataan STS| TS | KS | S | SS
OEEGYEROREOREO)
4. | Saya melaporkan pajak sesuai dengan jumlah yang
sebenarnya
5. | Sebagai wajib pajak saya harus patuh dalam
membayar kewajiban pajak berapapun jumlahnya
6. | Saya membayar pajak terutang tepat waktu
7. | Saya akan membantu kelancaran proses pemeriksaan

Sumber: Dewi (2019)

Lampiran 2: Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.5

Hasil Penelitian Sebelumnya

No | Nama, Tahun, Judul Variabel Teknik Analisis Hasil Penelitian
Penelitian Penelitian Data
1. | Putri (2016) | Variabel Teknik analisis | Variabel motivasi
“Pengaruh  Motivasi | dependen yang  digunakan | membayar pajak
Membayar Pajak Dan | penelitian ini [dalam - penelitian | dan tingkat
Tingkat Pendidikan | adalah kepatuhan | ini adalah analisis | pendidikan
Terhadap Kepatuhan | wajib pajak. | regresi linear | berpengaruh
Wajib Pajak Orang | Variabel berganda. positif  terhadap
Pribadi” independennya variabel kepatuhan
adalah  motivasi wajib pajak orang
membayar pajak pribadi.
dan tingkat

pendidikan.
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Arismayani, dkk | Variabel Teknik analisis | Modernisasi sistem
(2017) “Pengaruh | dependen dari | yang  digunakan | administrasi
Modernisasi ~ Sistem | penelitian ini | dalam  penelitian | perpajakan,
Administrasi adalah kepatuhan | ini adalah analisis | motivasi wajib
Perpajakan, Motivasi | wajib pajak, | regresi linear | pajak, dan tingkat
Wajib Pajak, Dan | sedangkan berganda. kepercayaan pada
Tingkat Kepercayaan | variabel pemerintah  dan
Pada Pemerintah Dan | independennya hukum secara
Hukum Terhadap | adalah bersama-sama
Kepatuhan Wajib | modernisasi berpengaruh
Pajak” sistem signifikan terhadap

administrasi kepatuhan  wajib

perpajakan, pajak.

motivasi  wajib

pajak dan tingkat

kepercayaan pada

pemerintah  dan

hukum
Priambodo (2017) | Variabel Teknik analisis | Pemahaman
“Pengaruh dependen dalam | yang  digunakan | peraturan  pajak,
Pemahaman penelitian ini | dalam  penelitian | sanksi perpajakan
Peraturan Pajak, | adalah kepatuhan | ini adalah analisis | dan kesadaran
Sanksi  Perpajakan, | wajib pajak orang | regresi linear | wajib pajak
Dan Kesadaran Wajib | pribadi sedangkan | berganda. berpengaruh
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Pajak Terhadap | variabel positif dan
Kepatuhan Wajib | independennya signifikan terhadap
Pajak Orang Pribadi | adalah kepatuhan  wajib
Di Kantor Pelayanan | pemahaman pajak di kantor
Pajak Pratama | peraturan  pajak, pelayanan  pajak
Kabupaten sanksi perpajakan pratama purworejo
Purworejopada Tahun | dan kesadaran tahun 2017.
2017 wajib pajak.
Rahayu, (2017) | Variabel Teknik analisis | Pengetahuan
“Pengaruh dependen dalam | yang  digunakan | perpajakan,
pengetahuan penelitian ini | dalam  penelitian | ketegasan  sanksi
perpajakan, ketegasan | adalah kepatuhan | ini adalah analisis | pajak da  tax
sanksi pajak, dan Tax | wajib pajak, | regresi linear | amnesty
amnesty terhadap | sedangkan berganda. berpengaruh
kepatuhan wajib | variabel positif ~ terhadap
pajak” independennya kepatuhan  wajib

adalah pajak.

pengetahuan

perpajakan,

ketegasan sanksi

pajak dan tax

amnesty.
Siregar (2017) | Variabel Teknik analisis | Kesadaran  wajib
“Pengaruh Kesadaran | dependen dari | yang  digunakan | pajak dan sanksi
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Wajib Pajak Dan

penelitian ini

dalam

penelitian

pajak berpengaruh

Sanksi Pajak | adalah kepatuhan | ini adalah analisis | signifikan terhadap
Terhadap Kepatuhan | wajib pajak, | regresi linear | kepatuhan  wajib
Wajib Pajak Orang | sedangkan berganda. pajak dalam
Pribadi Pada Kantor | variabel membayar  pajak
Pelayanan Pajak | independennya pada KPP Pratama
Pratama Batam” adalah kesadaran Batam.

wajib pajak dan

sanksi perpajakan.
Widagsono, (2017) | Variabel Teknik analisis | Pengetahuan
meneliti tentang | dependen dalam | yang  digunakan | perpajakan dan
“Pengaruh penelitian ini | dalam  penelitian | sanksi ~ memiliki
pengetahuan adalah kepatuhan | ini adalah analisis | pengaruh  positif
perpajakan,  sanksi, | wajib pajak | regresi linear | terhadap
dan religiusitas | sedangkan berganda. kepatuhan  wajib
terhadap  kepatuhan | variabel pajak  sedangka
wajib pajak: Studi | independennya religiusitas belum
kasus pada KPP | adalah memiliki pengaruh
Pratama pengetahuan yang positif.

Kepanjen (Doctoral
dissertation,
Universitas Islam
Negeri Maulana

Malik Ibrahim)”

perpajakan, sanksi

dan religiusitas.
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Ermawati, (2018) | Variabel Teknik analisis | Religiusitas  dan
”Pengaruh dependen dalam | yang  digunakan | kesadaran  wajib
religiusitas, kesadaran | penelitian ini | dalam  penelitian | pajak berpengaruh
wajib  pajak  dan | adalah kepatuhan | ini adalah analisis | terhadap
pengetahuan wajib pajak, | regresi linear | kepatuhan  wajib
perpajakan terhadap | sedangka variabel | berganda. pajak, sedangkan
kepatuhan wajib | independennya pengetahuan
pajak” adalah perpajakan  tidak
religiusitas, berpengaruh
kesadaran wajib terhadap
pajak dan kepatuhan  wajib
pengetahuan pajak.
perpajakan.
Lestari (2018) | Variabel Teknik  analisis | Variabel kesadaran
“Pengaruh Kesadaran | dependen dari | yang  digunakan | wajib pajak , sanksi
Wajib Pajak, Sanksi | penelitian ini |'dalam  penelitian | pajak, sosilaisasi
Pajak, Sosialisasi | adalah kepatuhan | ini adalah analisis | pajak tidak
Pajak, Dan Kualitas | wajib pajak, | regresi linear | berpengaruh
Pelayanan Pajak | sedangkan berganda. terhadap variabel
Terhadap Kepatuhan | variabel kepatuhan  wajib
Wajib Pajak Orang | independennya pajak, sedangkan
Pribadi Pada Wilayah | adalah kesadaran variabel  kualitas
Kantor Pelayanan | wajib pajak, pelayanan  pajak
sanksi pajak, berpengaruh
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Pajak Pratama | sosialisasi  pajak terhadap variabel
Surakarta” dan kualitas kepatuhan  wajib
pelayanan pajak. pajak.
Pramesti, dkk (2018) | Variabel Teknik analisis | Tingkat
”Pengaruh  Tingkat | dependen dari | yang  digunakan | pemahaman wajib
Pemahaman  Wajib | penelitian ini | dalam  penelitian | pajak mempunyai
Pajak, Kualitas | adalah tingkat | ini adalah analisis | pengaruh terhadap
Pelayanan Fiskus, | kepatuhan wajib | regresi linear | variabel  tingkat
Sanksi  Perpajakan, | pajak orang | berganda. kepatuhan  wajib
Lingkungan  Wajib | pribadi, pajak, sedangkan
Pajak, Dan Penerapan | sedangkan variabel  kualitas
E-Billing  Terhadap | variabel pelayanan fiskus,
Tingkat  Kepatuhan | independennya sanksi perpajakan,
Wajib Pajak Orang | adalah tingkat lingkungan wajib

Pribadi (Studi Pada

Kantor Pelayanan
Pajak Pratama
Boyolali)”

pemahaman wajib
pajak, kualitas
pelayanan fiskus,
sanksi perpajakan,
lingkungan wajib
pajak dan
penerapan e-

billing.

pajak dan
penerapan e-billing
tidak mempunyai

pengaruh terhadap

variabel  tingkat
kepatuhan  wajib
pajak.
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10. | Sholichah, dkk (2018) | Variabel Teknik analisis | Persepsi wajib
“Pengaruh  Persepsi | dependennya yang  digunakan | pajak, motvasi
Wajib Pajak Tentang | adalah kepatuhan | dalam  penelitian | membayar pajak
Kebijakan Tax | wajib pajak, | ini adalah analisis | dan kualitas
Amnesty sedangkan regresi linear | pelayanan  tidak
(Pengampunan variabel berganda. berpengaruh
Pajak), Motivasi | independennya terhadap
Membayar Pajak, Self | adalah  persepsi kepatuhan  wajib
Assessment, Tingkat | wajib pajak pajak  sedangkan
Pendapatan dan | tentang tax self assessment dan
Kualitas  Pelayanan | amnesty, motivasi tingkat pendapatan
Terhadap Kepatuhan | membayar pajak, berpengaruh
Wajib Pajak (Studi | self assessment, terhadap
Pada Wajib Pajak | tingkat kepatuhan  wajib
Orang Pribadi yang | pendapatan  dan pajak.
terdaftar di KPP | kualitas
Pratama pelayanan.

Karanganyar)”

11. | Pradnyana dan Prena | Variabel Teknik analisis | e-filing, e-billing
(2019) meneliti | dependen dalam | yang  digunakan | dan  pemahaman
tentang > Pengaruh | penelitian ini | dalam  penelitian | perpajakan secara

Penerapan Sistem E-
Filing, E-Billing Dan

Pemahaman

adalah kepatuhan
wajib pajak orang

pribadi,

ini adalah analisis
regresi linear

berganda.

bersama-sama
(simultan)

berpengaruh
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Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi

Pada Kantor
Pelayanan Pajak
(KPP) Pratama

Denpasar Timur’’

sedangkan
variabel
independennya
adalah penerapan
sistem e-filling, e-
billing dan
pemahaman
perpajakan
terhadap

kepatuhan wajib

positif siginifikan
terhadap
kepatuhan  wajib

pajak.

pajak orang
pribadi.

12. | Putra dan Marsono | Variabel Teknik analisis | Penerapan sistem
(2020) “Pengaruh | dependen dari | yang  digunakan | e-registration,
Penerapan Sistem | penelitian ini | dalam  penelitian | sistem e-filing,
Online  Pajak | (e- | adalah tingkat |ini adalah analisis | sistem  e-billing
registration, e-filing, | kepatuhan wajib | regresi linear | berpengaruh
dan e-billing) | pajak orang | berganda. positif dan
Terhadap Tingkat | pribadi, signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib | sedangkan kepatuhan  wajib
Pajak Orang Pribadi. | variabel pajak orang
(Studi Kasus Kantor | independennya pribadi.

Pelayanan Pajak

Pratama Surakarta)”

adalah penerapan

sistem online
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pajak (e-
registration, e-

filing, e-billing).

Sumber: berbagai sumber (data diolah 2021)

Lampiran 3 Rincian Penerimaan Kuesioner dan Karakteristik Responden

Tabel 5.1

Data Penyebaran Kuisioner dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan Jumlah
Kuesioner yang disebarkan 100
Kuseioner yang tidak kembali | 0

Total 100
Presentase 100%

Sumber: data diolah (2021)

Tabel 5.2

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan | Jumlah | Presentase
Laki-laki 31 31%
Perempuan | 69 69%

Total 100 100%

Sumber: data diolah (2021)

Tabel 5.3

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia

Keterangan | Jumlah | Presentase
< 30 Tahun 3 3%

30 —40 Tahun | 87 87%

> 40 Tahun 10 10%

Total 100 100%

Sumber: data diolah (2021)
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Tabel 5.4

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Keterangan Jumlah | Presentase
SMA/SMK 27 27%

Diploma 27 27%
Sarjana 42 42%
Pascasarjana (S2) |2 2%
Lainnya 2 2%
Total 100 100%
Sumber: data diolah (2021)

Tabel 5.5

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Keterangan | Jumlah | Presentase

> 1 Tahun 85 85%

<1 Tahun 15 15%

Total 100 100%
Sumber: data diolah (2021)

Lampiran 4: Uji Instrumen

1) Uji validitas penerapan sistem e-billing

Correlations

PSE1 PSE2 FSE3 PSE4 PSES PSEG RSET PSEE PSES PSE
PSE1  Pearson Correlation 1 200" 470" 5337 4207 are” 285" A73 5627 6607
Sig. (2-tailed) 003 000 000 000 000 004 085 000 000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PSEZ  Pearson Correlation 200" 1 6317 305" aa1™ 319" 3747 3447 5117 699"
Sig. (2-tailed) 003 000 002 000 001 000 000 000 000
[} 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PSE3  Pearson Correlation 470" 6317 1 336 473" 356 3217 3507 473" 716
Sig. (2-tailed) 000 000 001 000 000 001 000 000 000
[} 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PSE4  Pearson Correlation 5337 305" 336" 1 5317 389" 4027 115 437" 645"
Sig. (2-tailed) 000 o002 001 000 000 000 255 000 000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PSE5S  Pearson Correlation 4207 4417 473" 5317 1 4347 4337 292" 486" 7217
Sig. (2-tailed) .000 000 000 000 .000 .000 .003 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PSE6  Pearson Correlation 378" 319" 356 389" 4347 1 547 5147 3487 678"
Sig. (2-tailed) .000 001 000 000 000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PSE7  Pearson Correlation 285" 3747 3217 4027 4337 5477 1 4s8” 567 708"
Sig. (2-tailed) 004 000 001 000 000 000 000 000 000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PSEE  Pearson Correlation 173 3447 350" 15 2927 5147 489" 1 L4407 5937
Sig. (2-tailed) 0gs 000 000 255 003 000 000 000 000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PSES  Pearson Gorrelation 562" 5117 473" 437" 486" 3497 567 4407 1 783"
Sig. (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000
[} 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
PSE Pearson Correlation 660" 699" 718" 645" 7217 678" 709" 593" 783" 1
Sig. (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 000 000
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

** Caorrelation is significant atthe 0.01 level (2-tailed)



2) Uji validitas pengetahuan perpajakan

Correlations
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PP1 PP2 PP3 PP4 PPS PP
PP1  Pearson Corelation 1 362 483 393 496 765
Sig. (2-tailed) 000 000 000 000 000
N 100 100 100 100 100 100
PPZ  Pearson Comelation 362 1 467 589 329 T
Sig. (2-tailed) 000 000 000 001 000
N 100 100 100 100 100 100
PP3  PearsonCorelation 4837 467 366 388 T
Sig. (2tailed) 000 000 000 000 000
N 100 100 100 100 100 100
PP4  PearsonComelation 393 589 366 1 407 T
Sig. (2ailed) 000 000 000 000 000
N & 400 00 400 ¢ 100 100 100
PP5  Pearson Comslaion . 496" - 3207 38T 407" 1 79
Sig. (Malled) . 000 001 000 000 000
N _ 100 100 100 100 100 100
PP PearsonComelaion 765" 73" m7i w4t ng 1
Sig. (Mailed) 000 000 000 000 000
N W ke aditoliliddad 100 100 100

** Caorrelation is significant atthe 0.01 level (2-tailed).



3) Uji validitas motivasi membayar pajak
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Correlations
MEF1  MER2  WEPI  MEP4  MEFS  MBPG  MBPT MRS MBRZ  MERID  MBPM1  MBPI2  WEP13 MERI4 MBS MBPIG  MERIT  NERIS  MBP1D  WERI0  MEFX  WEP
WEP1  Pearson Comslation FI S N R N1 P AN AT R SN (A« M (U - ST M- NN MG - S M - S IR [
Sig. (tailed) 000 000 000 000 00 .00 00 00 000 00 000 000 000 000 000 004  f0E 000 000 000 00O
N 0 00 100 100 00 100 100 W0 00 100 100 100 W0 00 10 100 00 100 100 w0 1
NBF2  PearsonComelafon 663" EO: A R VT 1T T S 1A SN M A Y- - M- AN RS | M
Sig. (2 tailed) il R R D0 00 000 000 000 D00 000 00 900 003 43 00 00 00 om
N 0 00 400 D0 00 400 1m0 FL R O O L I 0 00 10 00 00 40 400 w1
WEP  PearsonComelaon 397 685 1o s st 38wyt s st 3 se” e 4e8” 663 a6 189 6 s0” a0 23 seE
Sig. (tailed) o000 o0 000 00 00 o 00 00 ot 000 000 000 000 000 12 4 000 0% @6 000
N 0 00 100 100 00 100 100 W0 00 100 100 100 W0 00 10 100 00 100 100 w0 1
NEP4  PearsonComelaton 620" 65 7m0 [ = A R = ST - 1 N 5 A NS R LT 72 06 s w0t 4 T
Sig. (2 tailed) L | 0o om0 om 000 000 000 000 oot 00 o0 000 0 2@ Q00 005 M6 o0
N 10 00 400 100 00 {00 100 o 0 400 10 100 0 00 10 100 00 {00 100 w0 1
WEPS  PeasonComelaon 7137 5820 se8T T 1 s e s30T snT as 3T a3t T s g s a8 08 e 3 00 T4
Sig. (tailed) R Y 00 000 o 00 00 ot 000 000 000 g0 000 004 042 000 000 M6 000
N 0 00 100 100 00 100 100 W0 00 100 100 100 W0 00 10 100 00 100 100 w0 1
NEFE  PearsomComelaton 607 65 553 407 Ao IR T T A D - 1 (- M - A - B S TR
Sig. (2 tailed) 0 R N R ' Jii 000 00 000 002 000 00 000 OO0 900 00t 0D 000 00 000 Om
N 10 00 400 100 00 {00 100 o 0 400 10 100 0 00 10 100 00 {00 100 w0 1
WEPT  PeasonComslaion 477 47 3m3T 363 47 S8 1 osed st a3t s 9T 3 s wr a8 a7s e 00 34T B
Sig. (tailed) 00 00 000 000 000 000 00 00 000 000 000 o0t ] N N I 00 06 001 00
N 0 100 100 100 00 100 100 0 00 100 10 100 W0 00 10 100 00 100 100 w1
NEFY  PearsonComelaton 500 BT 403" s E3T e s FON T T A T - A R 7 A O N - A (A
Sig. (2 tailed) 000 00 000 000 000 D00 0w 00 o0 00 oo oo 00 o0 000 000 08B Q00 000 0G0 o0
N 10 00 100 100 100 {00 480 400 00 {00 100 100 0 00 10 100 00 {00 100 w0 1
WEP PearsonComelaion 5417 4% suT s 5010 sMT s S0 LI LT T T A 11 AN N . < R - N/ I R T
Sig. (tailed) 00 000 000 O 000 D00 000 000 00 . 00 000 00 ] 00 00 001 D 000 o0t 02 oo
N o 1o g 100 o0l 00 0 00 - s00 100, L D0 100 W0 00 10 100 00 100 100 w1
NEP10 PearsonComelafion 434" 45T 463 78T asd  ESC 4T 6 606 I Sy T T T ' S &
Sig. (2 tailed) 000 000000 00D 00D - DD 030 00D - 600 o0 0 00 000 g0 000 B2 D02 000 00 .m0 000
N R e e A e e T 0 00 100 100 00 {00 100 w00 1
WEPH1 PeasonConslion 34" AW 3 43 A a5 4m % 6B (e [ A S U B . m RN I TR -
Sig. (tailed) 000 000  OM_ 0 000 - 001 002 . 000 000 000 000 00 3 s oo om qM 130 0 003 000
N 100 100 100 | 100w 100 100 180 00 . 100 100 100 100 W0 00 10 100 00 100 100 w1
NEP12 PearsomComelaton 5937 B 62T e a3 S s g st s s R BT R T R T I AT I A /T
Sig. (2 tailed) W0 00 00 00 Q0 S0 00 .00 G0 00 om 000000 0w 900 3\ DS 00 D00 002 o
N 100 100 1000 f00 0, At 100 Mg, 10t 0 00 100 100 00 {00 100 w00 1
WEP13 PearsonComslaion 437" 48" et @ 3t s mes LT omr | 6 w5 asg [OR R TR T A A v : AN 1 BN . SN 1 M . :
Sig. (tailed) W0 G0 o0 oM G| @0 O o 6 o0 o3 00 000 o0 000 001 00 00 000 000 000
N 100 100, 100 10 0o f0 100 10 a0 10 10 om0 0 00 10 100 00 10 100 w1
NEP14 PearsonComelaton 455 4ssT A8 e 63T & 3T 3 omrm ot neeat s EAR T - L S S
Sig. (2 tailed) L ITHE A o0 900 02 D 00 M0 07
N w00 4 100 | a0 ot 0 1o s B 1 0 00 100 100 00 {00 100 w00 1
WEP15 Pearson Comslaton  §3¢7 587 V663 i | e J se” 50| s w8 6 o0 a 1o T a% e 3 2 a0
Sig. (tailed) N oo o oo, Gwm, b0 | o0 o o ow 00 00 78 Q00 000 005 000
N w1 100 100100 100 =00 100 10010 0 00 10 100 00 10 100 w1
WEF{E PearsonConclaton 569" 55 466 aarowd TR T I I R - N L N
Sig. (2 tailed) w w0 | C oo om0, oo [gmo oo B R . R S )
N 1w e e [0 ool o L et ool [ 0 00 100 100 00 {00 100 w00 1
WEP17 PearsonComelaon 2607 298 1/ A omwE 39 a8 3 3% " e o 1ou8 300 20 2% un”
Sig. (tailed) g 003 4% 08 004 00 o o 0ot g o 3\ 002 o0 00 oM 6 o
N 00 00 100 100 00 100 100 0 00 100 10 100 0 00 10 100 00 100 100 w0
NEF13 PearsonComelaon 162 455 M6 A6 204 3T 47 T N [ SN B = R N B O LA /T
Sig. (2 tailed) e 4\ % s M2 o oA B30 43 M5 00 00 479 006 063 o oo @3 o
N 10 00 100 100 00 {00 100 o 00 400 10 100 0 00 100 100 00 {00 100 w00 1
WEP1S PeasonComelafon 5537 57 s»” 553 st 63 4e6  se6 es s s ST a3 w7 s 0T 87 1052w Tes
Sig. (tailed) 00 00 000 000 000 000 000 0 00 000 00 000 000 000 000 000 001 O0M R R
N 00 00 100 100 00 100 100 0 00 100 10 100 0 00 10 100 00 100 100 w0 1
NEF20 PearsonComiaton 364 3T a0 200 3 et w0 o 3t a0 e o m mm o s s I
Sig. (2 tailed) 0 00 0% 005 00 D00 06 T R 00000 @0 g0 00 0% 00 oW 0o oo
N 0 00 100 100 00 {00 100 o 0 100 10 100 0 00 100 100 00 400 100 w00 1
WEP PeasonComelaion 3617 2937 m3F  are 200 s 30 36 38" a3 " 38 a0 238 o” w00 256 e a3 ser 1 s
Sig. (tailed) o 03 0% 06 0§ 00 oM 0 @02 000 003 002 000 07 05 002 M0 003 @00 000 00
N 0100 00 100 00 100 100 W00 10 10 100 W0 00 10 100 00 f0 100 w1
I o O T =S - £ - 11 N | AN - - NN Y MY S < R TT M |- S < T 1
Sig. (2 tailed) G T O N RO 1} 00 00 000 000 000 D00 000 0D0 000 000 D00 Q00 000 0m
N o 00 100 10 00 {00 100 o 0 1 10 100 0 00 10 100 00 400 100 w0 1

** Corelation is significant atthe 0.01 level (2-failed).
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-ailzd).



4) Uji validitas kesadaran wajib pajak

Correlations
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FOWF1 KWWP 2 KW 32 FOWF 4 KWW S KWFE FWFT WP 2 KWF9 WP
KWP 1 Pearson Carrelation 1 277 52" 3087 470’ 477" 5597 5427 308" Ral-n
Sig. (2-tailed) 000 ooo ooz 000 ooo ooo 000 ooz ooo
™ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KWPZ2  Pearson Correlation 377 1 328" a16” 6147 303" 3307 3327 3557 628"
Sig. (2-tailed) ooo oo1 ooo ooo ooz oo1 o001 ooo ooo
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KWP3  Pearson Correlation 652 328" 1 467" 407" 458" 5797 586 397 7a9"
Sig. (2-tailed) aoo 001 ooo 000 ooo ooo 000 ooo ooo
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KVWF4  Pearson Correlation 305" a1e 457 1 4947 4527 4047 4437 3807 8707
Sig. (2-tailed) ooz 000 ooo 000 ooo ooo 000 ooo ooo
™ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KWP5  Pearson Correlation aro” 61a” 407" aa4”™ 1 446 arz" 45987 457" Tas"
Sig. (2-tailed) ooo 000 000 ooo 000 ooo 000 000 ooo
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KWPE  Pearson Correlation a7 303" 458" 452" 448" 1 6917 578" 5087 737"
Sig. (2-tailed) aoo 002 ooo ooo 000 ooo 000 ooo ooo
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KWFT  Fearson Correlation 5597 3307 579 .404” 472" 5917 1 713 5927 .s04”
Sig. (2-tailed) .ooo .0o1 ooo .ooo .000 ooo .000 ooo .ooo
™~ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KWPE  Pearson Correlation 5427 332" 586 aa3” 459" 578" 7137 1 6a5 805"
Sig. (2-tailed) ooo 001 ooo ooo 000 ooo ooo ooo ooo
M 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KWPS  Pearson Correlation 306" 355" 397" 3s0” 457" 508" 5927 695" 1 7o2™"
Sig. (2-tailed) ooz 000 ooo ooo 000 ooo ooo 000 ooo
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
KWP FPearson Correlation T1a 6287 Tag™" 6707 7ag™" 737 2047 205" 702" 1
Sig. (2-tailed) .ooo .000 ooo .ooo .000 ooo .ooo .000 ooo
n 100 100 _1oo 100 100 100 100 100 100 100
** Correlation is significant atthe 0.01 level (2-tailed)
5) Uji validitas sanksi perpajakan
Correlations
sP1 SP2 sSP3 sPa sPs sP
SP1 Pearson Correlation 1 608 4607 478" 408" Tsa
Sig. (2-tailed) ORIy T (AR .00o .0oo .oo0o
- Pl (UGN i, 1 B0 plissain o 100 100 100
SF2 Pearson Caorrelation s e SEEL 4547 8z47
Sig. (2-tailed) ooo .0oo J .0oo0 000
I~ e ~_ 100 o 100 100
EEE Pearson Correlation 1 627" as7" 7oz
Sig. (2-tailed) | 3 ooo ooo ooo .0oo ooo
i SRR R ol nhall adoa s od il Rihe 100 100
sPa Pearson Correlation a7a’ 5267 627 iy 5037 Taa””
Sig. (2-tailed) 3 Ll o il - Nl e ] y .0oo ooo
I 100 100 b, Tofwl Tedioo 100 100
sSPs FPearson Correlation aos’ 45477 457" 5037 1 72877
Sig. (2-taitecy | | & | B § gooy o= & | FEpol | § aog ooo
rJ LI W) feo™y | dop= FR aibd Wy Doy 100 100
sP Pearson Correlation 7597 824" 7927 7o’ 728" 1
Sig. (2-tailed) ooo .oo0o .0o0 .0o0o .0oo
[N 100 100 100 100 100 100

> Correlation is significant atthe 0.01

level (2-tailed).



6) Uji Validitas kepatuhan wajib pajak

Correlations
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KWPOP1  KWPOPZ  KWPOP3 | KWPOP4  KWPOPS KWPOPE  KWPOPT  KWFPOP
KWPOP1  Pearson Correlation 1 6607 585" 492" 703" 570" 416" 818"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100
KWPOP2  Pearson Correlation 6607 1 6547 633" 617" 6917 283" 836
Sig. (2-tailed) 000 000 000 000 000 004 000
™ 100 100 100 100 100 100 100 100
KWPOP3  Fearson Correlation 585 654" 1 728" 454" 5287 3917 795"
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100
KWPOF4  Pearson Correlation 492" 633" 7287 1 5057 5317 2047 RN
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .003 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100
KWPOPS5  Pearson Correlation 7037 617" 454" 505" 1 698" 3737 815"
Sig. (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000
] 100 100 100 100 100 100 100 100
KWPOFE  Pearson Correlation 5707 6917 5297 5317 698" 1 376 8147
Sig. (2-tailed) ooo ooo ooo ooo ooo ooo ooo
N 100 100 100 100 100 100 100 100
KWPOP7  Pearson Correlation 418" 283" 3917 2947 373" 378" 1 5647
Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .003 .000 .000 .000
N 100 100 100 100 100 100 100 100
KWPOP Pearson Correlation 818" 836 795" 773" 815" 8147 5647 1
Sig. (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000
n 100 100 100 100 100 100 100 100

**_Carrelation is significant atthe 0.01 level (2-tailed)

Sumber: data diolah (2021)

7) Uji realibilitas penerapan sistem e-billing

Case Processing Summary

I+ %o
Cases “alicl 100 100.0
Excluded? 7 Ll
Total T 1 UEJ— ] '1 DL'I_.U_

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha M oftems

861 a9

8) Uji realibilitas pengetahuan perpajakan

Case Processing Summary

I %
Cases  Valid 100 100.0
Excluded?® 0 0
Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha M oof tems

Ni-n &




9) Uji realibilitas motivasi membayar pajak

Case Processing Summary

I %
Cases “alid 100 100.0
Excluded? o] .0
Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all
variables inthe procedure.
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha M oof ltems

8938 21

10) Uji realibilitas kesadaran wajib pajak

Case Processing Summary

] %
Cases Walid 100 100.0
Excluded? 0 ]
Total 100 100.0

a. Listwise deletion based an all
variables in the procedure.
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha M oof ltems

888 2]

11) Uji realibilitas sanksi perpajakan

Case Processing Summary

] 9
Cases “alid 100 100.0
Excluded? o .0
Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all
wvariables in the procedure.
Reliability Statistics

Zronbach's
Alpha M ofltems

838 =]

12) Uji realibilitas kepatuhan wajib pajak

Case Processing Summary

] %G
Cases Walid 100 100.0
Excluded® a .o
Total 100 100.0

a. Listwise deletion based on all
variables in the procedure.
Reliability Statistics

Cronbach's
Alpha M oof tems

889 7

Sumber: data diolah (2021)
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Lampiran 5 : Hasil analisis statistik deskriptif

Descriptive Statistics

1 Minimum — Maximum Mean Stel. Deviation
PSE 100 24.00 4500 397700 3.76280
PP 100 14.00 2500 214700 222681
MEP 100 58.00 105.00  91.9700 8.76109
KWP 100 21.00 4500  39.2500 4.00095
5P 100 9.00 2500 21.6800 240740
KWPOP 100 16.00 3500 305100 3.26442
Valid M {listwise) 100

Sumber: data diolah (2021)

Lampiran 6: Hasil analisis regresi linear berganda

Coefficients”

Standardized

Unstandardized Coefficients Coeflicients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 2416 .0?6_ ¥ . 31_.8_6]_ o .000
FSE 0o 7.003 R 7.0375 . .3?78 | .?96 - 382 2621
FF -.006 005 =147 -1.280 204 383 2.609
MEF 003 002 . .242_ 1.980 .UEE 221k 4.690
KWP .010 2 003 ; 3 .34-5- | 3BT§ i 003 254 3841
SE 018 ‘005 378 3 ?03’_ oo ’306- 3272

a. DependentVariable: KWPOP

Sumber: data diolah (2021)

Lampiran 7: Uji asumsi klasik

1) Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnowv Test

Unstandardiz
ed Residual

[ 100
Mormal Parameters®-® Mean 0000000
Stod. Deviation 01351467
Most Extrermne Differences Absolute .0gs
Fositive ogs
e gative -.059
Test Statistic 085
Asymp. Sig. (2-tailed) as2°

a. Test distribution is Mormal.
lx. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.



2) Uji Multikolinearitas

Coefficients”

Standardized

Unstandardized Coefficients Coefficients Collinearity Statistics
Model B Std. Error Beta t Sig. Tolerance VIF
1 (Constant) 2.416 076 31.861 .0oo
PSE 0o 003 035 Reri:] 706 382 2621
EE -.006 .00s =117 -1.280 204 383 2,609
MBF 003 ooz 242 1.980 050 213 4680
KWP 010 .003 345 3.076 003 254 394
SP 018 .005 378 3.703 000 308 3.272

a. DependentVariahle: KWPOP

3) Uji heteroskedastisitas

Coefficients”

Standardized
Unstandardized Coefficients Coeflicients

Model B Std. Error Beta 1 Sig.

1 (Constant) 13 054 2.097 039
PSE .000 s 7.002' 7 .0;10 059 953
FIF _-_ | .boz2 _ F & -_.0_0-3 _ -.1-1-5_ 08 481
MEP o N a0 116 535 594
KWP -.003 002 d ] -.260 -1.305 195
SP : _053 N .0_04 Soem —.15-4 -.848 389

a. DependentVariable: ABRES

Sumber: data diolah (2021)

Lampiran 8: Uji kelayakan model

1) UjiF
ANOVA?
Sum of
Madel Sguares df Mean Square F Sig.
1 Regression 834 g 187 43840 .ooo®
Residual 401 94 004
Total 1.335 99

a. Dependent Variable: KWPOP
b. Predictors: (Constanf), SP, PSE, PP, KWP, MEP

133



134

2) Koefisien determinasi

Model Summarf’

Adjusted B Std. Error of
Madel R R Square Square the Estimate

1 83rs 700 GB4 06529
a. Predictors: (Constanf), 8P, PSE, PP, KWP, MEP
b. Dependent Variahle: KWFOP

3) Ujit
Coefficients”
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients Caollinearity Statistics
Madel B Std. Error Beta t Sig. Tolerance WIF
1 (Constant) 2.416 076 31.861 000
PSE .om 003 035 378 706 382 262
FF -.006 0058 =117 -1.280 204 383 2.609
MEF 003 .00z 242 1.980 050 213 4.690
KWP 010 003 T 345 3.076 003 254 3841
S .018 .005_ . A78 3703 - .0oo 308 3272

a. DependentVariable: KWPOP

Sumber: data diolah (2021)



